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RANCANGAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN...
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
    
Menimbang	:	1.	Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat lebih lanjut dari Pasal 120 ayat (3) dan Pasal 127 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122/OJK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .. Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor ../OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …/OJK); dan
2.   Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat lebih lanjut dari Pasal 8 ayat (6), Pasal 9 ayat (8), Pasal 10 ayat (12), Pasal 11 ayat (8),  Pasal 13 ayat (9), dan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor … Tahun 2026 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor …/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan mikro;     
                          
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122/OJK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .. Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor ../OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …/OJK); 
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 55/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123/OJK)
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 61/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129/OJK)
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor … Tahun 2026 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor …/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …/OJK); 



MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: 		PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.   

Pasal 1 
Ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi lembaga keuangan mikro, sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.   
  
Pasal 2    
Kewajiban penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan kepada Otoritas Jasa Keuangan pertama kali dilakukan untuk posisi 31 Desember 2027 yang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2028.

Pasal 3 
Pengenaan sanksi atas pelanggaran terkait kewajiban penilaian tingkat kesehatan mulai berlaku untuk hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan:
(1) periode 31 Desember 2028 bagi lembaga keuangan mikro skala usaha menengah; dan
(2) periode 31 Desember 2030 bagi lembaga keuangan mikro skala usaha kecil.

Pasal 4 
Dengan berlakunya Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, maka:
(1) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.06/2025 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; dan
(2) Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PADK.06/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, 
dinyatakan tidak berlaku bagi lembaga keuangan mikro.














Pasal 5 
Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan mulai berlaku pada 31 Desember 2026.        
       





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

   





         
AGUSMAN  
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LAMPIRAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER 
OTORITAS JASA KEUANGAN 
NOMOR      TAHUN 2026  
TENTANG        
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
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I. KETENTUAN UMUM  
1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito penyimpanan dana.
5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.  
6. Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi LKM yang dilakukan terhadap aspek permodalan dan solvabilitas, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen.
7. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan LKM.
8. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
9. Modal Disetor adalah:
a. modal disetor bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.
10. Direksi adalah organ LKM yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan LKM untuk kepentingan LKM, sesuai dengan maksud dan tujuan LKM serta mewakili LKM, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi.
11. Dewan Komisaris adalah organ LKM yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi.
12. Dewan Pengawas syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan LKM agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
13. Pemengang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada LKM dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas LKM dimaksud.
14. Tata Kelola yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan oleh organ LKM untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai LKM bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi LKM berbadan hukum perseroan terbatas atau yang setara bagi badan hukum berbentuk koperasi.
16. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis LKM dan kepentingan ekonomis pribadi, keluarga, dan kelompok pemegang saham dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS, serta pegawai LKM.
17. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
18. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LKM.
19. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LKM.  
20. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional LKM.
21. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan  untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LKM.
22. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
23. [bookmark: _Hlk240296325]Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat LKM tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LKM.
24. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LKM.

II. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LKM
1. Prinsip Umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan LKM sebagai berikut:
a. berorientasi risiko;
b. proporsionalitas;
c. materialitas dan signifikansi; dan
d. komprehensif dan terstruktur.
2. Yang dimaksud dengan berorientasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain:
a. penilaian Tingkat Kesehatan LKM didasarkan pada risiko LKM dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja LKM secara keseluruhan;
b. penilaian Tingkat Kesehatan LKM dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan LKM pada saat ini dan masa yang akan datang. Dalam mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, LKM dapat menilai:
1) faktor internal, antara lain:
a) visi, misi, strategi, dan arah bisnis yang ingin dicapai LKM; 
b) kultur dan karakteristik organisasi, terutama dalam hal penetapan tujuan strategis mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis; 
c) faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain sumber daya manusia, kompleksitas kegiatan usaha, infrastruktur, jaringan kantor, dan sistem informasi manajemen; dan 
d) tingkat toleransi risiko yaitu tingkat kemampuan keuangan LKM dalam menyerap risiko; dan
2) faktor eksternal, antara lain:
a) kondisi makro ekonomi; 
b) kondisi industri; 
c) perkembangan teknologi; dan 
d) tingkat persaingan usaha;
c. LKM diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan LKM serta mengambil langkah langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.
3. Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain:
a. penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan LKM dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha LKM; 
b. parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan LKM dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan LKM; dan 
c. selain parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada huruf b, LKM dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan LKM sehingga dapat mencerminkan kondisi LKM dengan lebih baik.
4. Yang dimaksud dengan materialitas dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, antara lain:
a. LKM perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan LKM yaitu permodalan dan solvabilitas, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor; dan 
b. penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan/atau informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan LKM.
5. Yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain:
a. proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama LKM; 
b. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan LKM; dan
c. analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan/atau tingkat permasalahan yang dihadapi oleh LKM.

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LKM
1. LKM wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. 
2. Pengukuran Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
a. permodalan dan solvabilitas;
b. kualitas aset;
c. rentabilitas; 
d. likuiditas; dan
e. manajemen.
3. Pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan pada tahap awal dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap komponen dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif komponen dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan pemeringkatan berdasarkan pedoman penetapan peringkat komponen.
5. Penentuan peringkat faktor dilakukan dengan menghitung rata-rata atas penjumlahan peringkat komponen faktor sebagaimana pada angka 4.
6. Berdasarkan peringkat faktor yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam angka 5, masing-masing peringkat faktor dikalikan dengan bobot faktor, sebagai berikut:
a. faktor permodalan dan solvabilitas, dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
b. faktor kualitas aset, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
c. faktor rentabilitas, dengan bobot 10% (sepuluh persen);
d. faktor likuiditas, dengan bobot 20% (sepuluh persen); dan
e. faktor manajemen, dengan bobot 15% (lima belas persen),
untuk mendapatkan nilai faktor.
7. Hasil penjumlahan dari nilai faktor sebagaimana dimaksud pada angka 6 disebut dengan nilai komposit. 
8. Penentuan nilai akhir peringkat faktor dan Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 7 dilakukan dengan cara pembulatan sebagai berikut:
a. jika angka desimal lebih dari sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Contoh: rata-rata peringkat faktor 2,67, pembulatan peringkat faktor menjadi peringkat 3; atau
b. jika angka desimal kurang dari 5, dibulatkan ke bawah.  Contoh: rata-rata peringkat faktor 2,35, pembulatan peringkat faktor menjadi peringkat 2.
9. Penilaian Tingkat Kesehatan LKM ditetapkan 5 (lima) Peringkat Komposit dengan kategori sebagai berikut: 
a. Peringkat Komposit 1 (sangat sehat); 
b. Peringkat Komposit 2 (sehat); 
c. Peringkat Komposit 3 (cukup sehat); 
d. Peringkat Komposit 4 (kurang sehat); dan 
e. Peringkat Komposit 5 (tidak sehat),
dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi LKM yang lebih sehat.
10. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan dilakukan berdasarkan definisi Peringkat Komposit sebagaimana tercantum dalam Format I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
11. Penilaian akhir Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 10 menggunakan format kertas kerja penilaian Tingkat Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Format I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN DAN SOLVABILITAS
1. Penilaian terhadap faktor permodalan dan solvabilitas meliputi penilaian terhadap kecukupan, proyeksi dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko serta kewajiban jangka panjang.  
2. Penilaian terhadap faktor permodalan dan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
3. Penilaian terhadap faktor permodalan dan solvabilitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit dilakukan terhadap parameter atau indikator pemenuhan ketentuan:
a. Rasio permodalan setiap saat paling rendah 8% (delapan persen); dan 
b. Rasio solvabilitas paling rendah 110% (seratus sepuluh persen).
4. Pemenuhan ketentuan rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dilakukan paling sedikit terhadap parameter atau indikator rasio modal yang disesuaikan dibandingkan aset yang disesuaikan (Equity to Asset Ratio/EAR);
5. Pemenuhan ketentuan rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas. Khusus bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, rasio solvabilitas dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas dan dana syirkah temporer.
6. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur antara lain terhadap kecukupan modal LKM untuk mengantisipasi kerugian. 
7. Faktor permodalan dan solvabilitas ditetapkan berdasarkan rata-rata peringkat parameter atau indikator permodalan dan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 6 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator sehingga menghasilkan peringkat faktor.
8. LKM menetapkan peringkat faktor permodalan dan solvabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
a. peringkat 1;
b. peringkat 2;
c. peringkat 3;
d. peringkat 4; dan
e. peringkat 5,
dengan urutan peringkat faktor permodalan dan solvabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik. 
9. LKM menilai faktor permodalan dan solvabilitas menggunakan parameter atau indikator pada Tabel II.A sebagaimana tercantum dalam Format II yan	g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
10. Penetapan peringkat faktor permodalan dan solvabilitas dilakukan sesuai dengan Tabel II.B sebagaimana tercantum dalam Format II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini. 
11. LKM menilai faktor permodalan dan solvabilitas menggunakan kertas kerja faktor permodalan dan solvabilitas sebagaimana tercantum dalam tabel II.C Format II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini. 

V. PENILAIAN FAKTOR KUALITAS ASET  
1. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen:
a. kualitas aset produktif dan konsentrasi eksposur risiko; dan
b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah. 
2. Penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
3. Penilaian terhadap komponen kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan terhadap parameter atau indikator pemenuhan ketentuan:
a. Rasio piutang pembiayaan bermasalah (non performing financing /NPF atau non performing loan/NPL) bruto; dan 
b. Rasio NPF atau NPL Neto paling tinggi 5% (lima persen).
4. Penilaian terhadap komponen konsentrasi eksposur risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan terhadap parameter atau indikator pemenuhan ketentuan Rasio piutang pembiayaan/pinjaman per sektor ekonomi.
5. Kriteria mengenai kualitas pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri atas:
a. lancar;
b. dalam perhatian khusus;
c. kurang lancar;
d. diragukan; dan
e. macet,
mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Lampiran III Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
6. LKM membentuk penyisihan penghapusan piutang pinjaman atau pembiayaan dengan memperhatikan nilai penjaminan kredit/asuransi kredit atau agunan (jika ada) yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 dan 108 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
7. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur antara lain terhadap komponen penilaian kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
8. Faktor kualitas aset ditetapkan berdasarkan rata-rata peringkat parameter atau indikator kualitas aset sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 7 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator sehingga menghasilkan peringkat faktor.
9. LKM menetapkan peringkat faktor kualitas aset dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
a. peringkat 1;
b. peringkat 2;
c. peringkat 3;
d. peringkat 4; dan
e. peringkat 5,
dengan urutan peringkat faktor kualitas aset yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik. 
12. LKM menilai faktor kualitas aset menggunakan parameter atau indikator pada Tabel III.A sebagaimana tercantum dalam Format III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
13. Penetapan peringkat faktor kualitas aset dilakukan sesuai dengan Tabel III.B sebagaimana tercantum dalam Format III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.   
14. LKM menilai faktor kualitas piutang asset menggunakan kertas kerja sebagaimana tercantum dalam tabel III.C Format III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
    
VI. PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS
1. Penilaian faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen:
a. Kemampuan aset produktif dalam menghasilkan laba; dan
b. Tingkat efisiensi operasional.  
2. Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
3. Penilaian terhadap komponen kualitas aset produktif dalam menghasilkan laba sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan terhadap parameter atau indikator pemenuhan ketentuan:
a. Rasio return on asset (RoA); dan
b. Rasio return on equity (RoE).
4. Penilaian terhadap komponen tingkat efisiensi operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan terhadap parameter atau indikator pemenuhan ketentuan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).
5. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur antara lain terhadap parameter atau indikator penilaian manajemen rentabilitas yaitu kemampuan LKM dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola beban secara berkelanjutan.
6. Faktor rentabilitas ditetapkan berdasarkan rata-rata peringkat parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 5 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator sehingga menghasilkan peringkat faktor.
7. LKM menetapkan peringkat faktor rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: 
a. peringkat 1;
b. peringkat 2;
c. peringkat 3;
d. peringkat 4; dan
e. peringkat 5,
dengan urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik. 
8. LKM menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator pada Tabel IV.A sebagaimana tercantum dalam Format IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan sesuai dengan Tabel IV.B sebagaimana tercantum dalam Format IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
10. LKM menilai faktor rentabilitas menggunakan kertas kerja sebagaimana tercantum dalam tabel IV.C Format IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.  
   
VII. PENILAIAN FAKTOR LIKUIDITAS
1. Penilaian atas faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen: 
a. kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, dan potensi terjadinya ketidaksesuaian antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang (maturity mismatch); dan
b. kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas. 
2. Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
3. Penilaian terhadap faktor likuiditas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit dilakukan terhadap parameter atau indikator:
a. pemenuhan ketentuan rasio likuiditas jangka pendek paling rendah 4% (empat persen); dan
b. kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang.
4. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur antara lain terhadap kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas. 
5. Faktor likuiditas ditetapkan berdasarkan rata-rata peringkat parameter atau indikator likuiditas sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator sehingga menghasilkan peringkat faktor.
6. LKM menetapkan peringkat faktor likuiditas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:   
a. peringkat 1;
b. peringkat 2;
c. peringkat 3;
d. peringkat 4; dan
e. peringkat 5,
dengan urutan peringkat faktor likuiditas yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik.  
7. LKM menilai faktor likuiditas menggunakan parameter atau indikator pada Tabel V.A sebagaimana tercantum dalam Format V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Penetapan peringkat faktor likuiditas dilakukan sesuai dengan Tabel V.B sebagaimana tercantum dalam Format V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. LKM menilai faktor likuiditas menggunakan kertas kerja sebagaimana tercantum dalam tabel V.C Format V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini. 
  
VIII. PENILAIAN FAKTOR MANAJEMEN         
1. Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
a. kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain;
b. penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko LKM; dan
c. kepatuhan LKM terhadap Prinsip Syariah dan pelaksanaan fungsi sosial, bagi LKM yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
3. Penilaian terhadap komponen faktor manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf c dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui penilaian penerapan tata kelola yang baik oleh manajemen LKM.
4. Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit diwujudkan dalam:
a. pelaksanaan tugas dan wewenang pemegang saham, dan rapat umum pemegang saham (RUPS);
b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi dan dewan komisaris;
c. penerapan manajemen risiko; 
d. penerapan strategi antifraud; 
e. penerapan fungsi audit internal; 
f. penanganan benturan kepentingan; 
g. penerapan kebijakan remunerasi; 
h. keterbukaan informasi; 
i. etika bisnis; 
j. kebijakan pembiayaan; 
k. rencana bisnis; 
l. penerapan fungsi kepatuhan dan fungsi audit eksternal;
m. penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
n. kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
5. Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, huruf c, dan angka 4 huruf c dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penilaian kewajiban LKM dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif.
6. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 5 paling sedikit mencakup: 
a. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, DPS, dan pengelola; 
b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; 
c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan 
d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
7. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling sedikit untuk LKM: 
a. dengan skala usaha besar harus diterapkan paling sedikit untuk: 
1. risiko kredit; 
2. risiko operasional; 
3. risiko likuiditas; 
4. risiko hukum; 
5. risiko kepatuhan; dan 
6. risiko reputasi; 
b. dengan skala usaha menengah dan kecil harus diterapkan paling sedikit untuk: 
1. risiko kredit; 
2. risiko operasional; dan
3. risiko likuiditas. 
8. Faktor manajemen ditetapkan berdasarkan rata-rata peringkat parameter atau indikator penerapan tata kelola yang baik dan penerapan manajemen risiko oleh LKM dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator sehingga menghasilkan peringkat faktor.
9. LKM menetapkan peringkat faktor manajemen yang dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: 
a. peringkat 1;
b. peringkat 2;
c. peringkat 3;
d. peringkat 4; dan
e. peringkat 5,
dengan urutan peringkat faktor manajemen yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik.  
10. LKM menilai faktor manajemen menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel VI.A sebagaimana tercantum dalam Format VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
11. Penetapan peringkat faktor manajemen dilakukan sesuai dengan tabel VI.B sebagaimana tercantum dalam Format VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
12. LKM menilai faktor manajemen menggunakan kertas kerja sebagaimana tercantum dalam tabel VI.C Format VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.      
13. Hasil Penilaian penerapan tata kelola yang baik oleh manajemen LKM sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Tabel VI.C.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini. Rincian perhitungan hasil penilaian penerapan tata kelola yang baik oleh manajemen LKM mengacu pada format VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
14. Penilaian penerapan Manajemen Risiko oleh LKM sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Tabel VI.C.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.  Rincian perhitungan hasil penilaian penerapan Manajemen Risiko oleh manajemen LKM mengacu pada format VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.     

IX. PENILAIAN SENDIRI DAN PENGKINIAN PENILAIAN SENDIRI TINGKAT KESEHATAN LKM
1. LKM wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LKM.
2. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
3. Penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup: 
a. laporan profil risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat risiko; dan
b. laporan penerapan tata kelola yang baik yang paling sedikit memuat transparansi penerapan tata kelola yang baik, penilaian sendiri atas penerapan tata kelola LKM yang baik, dan rencana tindak.
4. LKM juga wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan sewaktu-waktu dalam hal LKM:
a. memenuhi kondisi tertentu, antara lain kondisi keuangan LKM memburuk, terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi Tingkat Kesehatan LKM secara signifikan; atau
b. berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LKM sebagaimana angka  4 dapat dilakukan di luar periode akhir bulan Desember.
Contoh: 
LKM menghadapi permasalahan signifikan pada bulan September akibat kerugian fraud yang berdampak pada permodalan dan kinerja LKM secara keseluruhan. Berdasarkan kondisi tersebut, LKM melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan pada posisi akhir bulan September dengan mempertimbangkan kondisi permasalahan yang terjadi.
6. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan yang disampaikan LKM, dan/atau informasi lain dapat meminta LKM untuk menyampaikan hasil pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM sewaktu-waktu sebagaimana angka 4 huruf b dengan memberikan batas waktu penyampaian sesuai kondisi LKM serta urgensi kebutuhan pengawasan.
7. Dalam hal hasil pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM sewaktu-waktu disampaikan atas inisiatif LKM, penyampaian dilakukan setelah melalui komunikasi dengan pengawas Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dilaporkan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. LKM menyampaikan hasil penilaian sendiri dan hasil pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: 
a. paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM posisi akhir bulan Desember; atau 
b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM.

X. RENCANA TINDAK DAN LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA TINDAK TINGKAT KESEHATAN LKM
1. Dalam hal hasil penilaian Tingkat Kesehatan LKM terdapat: 
a. peringkat faktor penilaian Tingkat Kesehatan LKM yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau
b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LKM yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha LKM,
LKM wajib menyampaikan rencana tindak dan laporan pelaksanaan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Hasil penilaian Tingkat Kesehatan LKM sebagaimana angka 1 adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan LKM dan/atau hasil pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan  LKM yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau yang dilakukan oleh LKM.
3. Penyampaian rencana tindak karena peringkat faktor penilaian Tingkat Kesehatan LKM dengan peringkat 4 atau peringkat 5 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a antara lain:
a. peringkat faktor permodalan dan solvabilitas peringkat 4; 
b. peringkat faktor kualitas aset peringkat 5;
c. peringkat faktor rentabilitas peringkat 3;
d. peringkat faktor likuiditas peringkat 3; dan
e. peringkat faktor manajemen peringkat 3.
4. Permasalahan signifikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b antara lain:
a. keadaan kahar yang tidak dapat dihindari terdiri dari bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang dapat dibuktikan dengan pernyataan dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau dapat diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
b. perubahan kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan komitmen LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh LKM untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya. Contoh, dalam hal:
a. rasio permodalan berada di bawah ketentuan atau mendekati batas minimum yang dipersyaratkan, LKM berkomitmen untuk memperkuat struktur permodalan melalui penambahan setoran modal tunai oleh pemegang saham;
b. tingkat pinjaman/pembiayaan bermasalah (NPL/NPF) meningkat dan mendekati batas maksimum peringkat komposit sehat, LKM melakukan penagihan intensif terhadap debitur yang menunggak.
c. penurunan laba akibat meningkatnya biaya operasional, LKM melakukan efisiensi biaya operasional melalui pengendalian biaya administrasi;
d. aset lancar kurang mampu memenuhi kewajiban lancar, LKM akan menambah porsi aset lancar dalam bentuk kas dan simpanan pada bank; dan/atau
e. kebijakan dan prosedur operasional belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru, LKM mengkinikan kebijakan dan prosedur operasional agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LKM untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1.
7. LKM wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1:
a. untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan LKM oleh Otoritas Jasa Keuangan disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri disampaikan paling lambat:
1) tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro posisi akhir bulan Desember; atau
2) 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM.
8. LKM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana angka 1 paling lambat:
a. 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak; dan/atau
b. 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu.
9. Laporan pelaksanaan rencana tindak yang disampaikan oleh LKM sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling sedikit memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak, disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.
10. Dalam hal kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8.
11. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak oleh LKM.

XI. PELAPORAN
1. LKM menyampaikan:
a. hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM atau pengkiniannya sebagaimana dimaksud pada romawi IX angka 8; 
b. rencana tindak sebagaimana dimaksud pada romawi X angka 7; dan
c. laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam romawi X angka 8,
kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM dan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM sebagaimana angka 1 huruf a wajib mendapat persetujuan Direksi.
3. Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM dan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM yang telah disetujui Direksi wajib disampaikan kepada: 
a. Dewan Komisaris; atau 
b. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah bagi LKM yang menyelenggarakan seluruh atau Sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah,
sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, dan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b: 
a. jatuh pada hari Sabtu dan hari Minggu, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, dan rencana tindak disampaikan pada hari kerja berikutnya; atau
b. jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, dan rencana tindak.
5. Penyampaian hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak dan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga disampaikan melalui sistem pelaporan Pemerintah daerah kabupaten/kota apabila telah tersedia bagi LKM skala kecil.
6. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar sehingga LKM tidak dapat menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan/atau laporan pelaksanaan rencana tindak, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada LKM terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar melalui:
a. sistem pelaporan data Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
b. surat Otoritas Jasa Keuangan.
7. [bookmark: _Hlk240237550]Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar pada LKM, sehingga LKM tidak dapat menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak, LKM menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar.
8. Gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 antara lain:
a. gangguan teknis antara lain gangguan yang disebabkan permasalahan teknis yang mengakibatkan LKM tidak dapat menyampaikan laporan secara daring, antara lain kerusakan dan/atau gangguan pada pengkalan data (database) atau sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, serta bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional PVML, yang dapat dibuktikan dengan pernyataan dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau dapat diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penundaan batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak.
10. Pemberitahuan terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 7 paling sedikit memuat:
a. rencana perbaikan serta jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan hasil penilaian sendiri , pengkinian penilaian sendiri, rencana tindak dan laporan pelaksanaan rencana tindak atas Tingkat Kesehatan LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. dokumen pendukung yang dapat membuktikan adanya gangguan teknis atau keadaan kahar pada LKM yang dapat dibuktikan dengan pernyataan dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau dapat diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan
11. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar, LKM menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, dan/atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak dalam data elektronik melalui:
a. surat elektronik pada layanan mailing room dengan alamat mailingroomwismul@ojk.go.id; atau
b. surat kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan secara langsung atau melalui layanan jasa pengiriman.
12. Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a dan b ditujukan kepada:
a. bagi LKM yang berkantor pusat di wilayah Jakarta: 
Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian, dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.40, Jakarta 12710; dan/atau
b. bagi LKM yang berkantor pusat di daerah:
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat LKM.
13. Penyampaian pemberitahuan dan permohonan penundaan penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan secara luring dan ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a dan huruf b.
14. LKM yang memperoleh penundaan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
15. Penundaan batas waktu penyampaian laporan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak karena gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 14 hanya diberikan sampai dengan gangguan teknis atau keadaan kahar telah teratasi atau berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
16. Dalam hal sampai dengan batas waktu penundaan penyampaian laporan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana angka 14 gangguan teknis atau keadaan kahar tidak dapat teratasi oleh LKM, maka LKM kembali menyampaikan pemberitahuan dan permohonan penundaan penyampaian sebagaimana angka 11 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana angka 14.
17. LKM dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. untuk penyampaian secara daring melalui sistem pelaporan  atau layanan mailing room Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau surat elektronik bukti penerimaan laporan; atau
b. untuk penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.     
18. [bookmark: _Hlk240167894]Dalam hal terjadi kerusakan pada laporan yang disampaikan oleh LKM karena gangguan teknis atau gangguan lain pada sistem pelaporan atau layanan mailing room Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LKM untuk menyampaikan kembali laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak dan laporan pelaksanaan rencana tindak.
19. LKM menyampaikan kembali laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak dan laporan pelaksanaan rencana tindak atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
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FORMAT I
PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT KOMPOSIT DAN KERTAS KERJA
TINGKAT KESEHATAN LKM

	I.A
	:
	Pedoman Penetapan Peringkat Komposit Penilaian Tingkat Kesehatan LKM
	…

	I.B
	:
	Format Kertas Kerja Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro
	…







	
I.A Pedoman Penetapan Peringkat Komposit Penilaian Tingkat Kesehatan LKM
	Peringkat Komposit
	Nilai Komposit
	Kondisi LKM
	Penjelasan

	PK-1
	1,00 – 1,50
	Sangat Sehat
	Mencerminkan kondisi LKM yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian antara lain permodalan dan solvabilitas, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.  

	PK-2
	1,51 – 2,60
	Sehat
	Mencerminkan kondisi LKM yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian antara lain permodalan dan solvabilitas, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.  

	PK-3
	2,61 – 3,40
	Cukup Sehat
	Mencerminkan kondisi LKM yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian antara lain permodalan dan solvabilitas, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha LKM.

	PK-4
	3,41 – 4,20
	Kurang Sehat
	Mencerminkan kondisi LKM yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian antara lain permodalan dan solvabilitas, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha LKM.     

	PK-5
	4,21 – 5,00
	Tidak Sehat
	Mencerminkan kondisi LKM yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari  peringkat faktor penilaian antara lain permodalan dan solvabilitas, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya diperlukan dukungan dana dari pemilik atau sumber dana dari pihak lain untuk memperbaiki kondisi keuangan LKM.       



I.B
FORMAT KERTAS KERJA 
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO


	Nama LKM
	:
	.................................................

	Skala Usaha
	:
	Kecil/Menengah/Besar *)

	Posisi Tahun
	:
	.................................................

	Penanggung jawab
	
	

	
	Nama
	:
	.................................................

	
	Jabatan
	:
	.................................................

	
	Telepon
	:
	.................................................

	
	Surat elektronik (e-mail)
	:
	.................................................


	
Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro
	Faktor/Komponen
	Penilaian Posisi Tahun Berjalan
	Penilaian Posisi Tahun Sebelumnya

	
	Bobot
	Peringkat Faktor
	Nilai setelah Pembobotan
	Bobot
	Peringkat Faktor
	Nilai setelah Pembobotan

	
	(a)
	(b)
	(c) = (a) * (b)
	(d)
	(e)
	(f) = (d) * (e)

	A. Permodalan
	30%
	
	
	30%
	
	

	B. Kualitas Aset 
	25%
	
	
	25%
	
	

	C. Rentabilitas
	10%
	
	
	10%
	
	

	D. Likuiditas
	20%
	
	
	20%
	
	

	E. Manajemen
	15%
	
	
	15%
	
	

	Nilai Komposit (Penjumlahan dari Nilai Faktor)
	
	
	
	
	

	Peringkat Komposit
	
	
	
	
	

	Tanggal :
	
	Tanggal :
	

	Disiapkan oleh:
	
	Disetujui oleh:
	




	
FORMAT II
PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN DAN SOLVABILITAS 
TINGKAT KESEHATAN LKM

	Tabel II.A
	:
	Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan dan Solvabilitas
	…

	Tabel II.B
	:
	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan dan Solvabilitas
	…

	Tabel II.C
	:
	Kertas Kerja Peringkat Faktor Permodalan dan Solvabilitas
	…



Tabel II.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan dan Solvabilitas
	Parameter atau Indikator
	Keterangan

	1. Permodalan
	a. 
	Rasio Permodalan (Equity to Asset Ratio/EAR)

	Rasio Permodalan merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan, dengan formulasi:      
         


Keterangan:
Modal yang disesuaikan terdiri dari ekuitas dikurangi dengan pajak tangguhan, goodwill, dan aset tidak berwujud lainnya. 
Aset yang disesuaikan terdiri dari:
a) Kas setara kas dengan bobot 0%;
b) Surat berharga dan surat berharga Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Bank Indonesia, dengan bobot 0%; 
c) Pembiayan yang dijamin oleh Pemerintah Pusat dengan bobot 0%;
d) Selain kas dan setara kas, surat berharga yang diterbitkan selain oleh Pemerintah Pusat atau Bank Indonesia, dan Pembiayaan yang tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat, dengan bobot 100%.

LKM wajib menjaga rasio permodalan setiap saat paling rendah 8%.
	Peringkat
	Nilai

	1
	EAR ≥ 14%

	2
	10% ≤ Rasio EAR < 14%

	3
	8% ≤ Rasio EAR < 10%

	4
	4% ≤ Rasio EAR < 8%

	5
	Rasio EAR < 4%




	
	b. 
	Kecukupan modal LKM untuk mengantisipasi potensi kerugian
	Penilaian kualitatif terhadap kecukupan modal LKM untuk mengantisipasi potensi kerugian.

	2. Solvabilitas
	a.
	Bagi LKM
	Rasio solvabilitas dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas dari LKM.

	
	b.
	Bagi LKM Syariah
	Rasio solvabilitas dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas dan dana syirkah temporer. 

	
	
		Peringkat
	Nilai

	1
	Rasio Solvabilitas ≥ 150%

	2
	120% ≤ Rasio Solvabilitas < 150%

	3
	110% ≤ Rasio Solvabilitas < 120%

	4
	50% ≤ Rasio Solvabilitas < 110%

	5
	Rasio Solvabilitas < 50%







Tabel II.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan dan Solvabilitas
	Peringkat
	Nilai
	Definisi

	Peringkat 1
	1,00 – 1,50
	LKM yang termasuk dalam Peringkat 1 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:
a. Rasio Permodalan lebih besar atau sama dengan 14% (empat belas persen); 
b. Rasio solvabilitas lebih besar atau sama dengan 150% (Seratus lima puluh persen); dan LKM memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi dan mendukung ekspansi usaha LKM ke depan. 

	Peringkat 2
	1,51 – 2,60
	LKM  yang termasuk dalam peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:
a. Rasio Permodalan lebih besar atau sama dengan 10% (sepuluh persen) namun lebih kecil dari 14% (empat belas persen); 
b. Rasio solvabilitas lebih besar atau sama dengan 120% (seratus dua puluh persen) namun lebih kecil dari 150% (seratus lima puluh persen); dan
c. LKM memiliki tingkat permodalan yang memadai, mampu mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi dan mendukung ekspansi usaha LKM ke depan.

	Peringkat 3
	2,61 – 3,40
	LKM  yang termasuk dalam peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:
a. Rasio Permodalan lebih besar atau sama dengan 8% (delapan persen) namun lebih kecil dari 10% (sepuluh persen); 
b. Rasio solvabilitas lebih besar atau sama dengan 110% (seratus sepuluh persen) namun lebih kecil dari 120% (seratus dua puluh persen); dan
c. LKM memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi. 

	Peringkat 4
	3,41 – 4,20
	LKM  yang termasuk dalam peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:
a. Rasio Permodalan kurang dari 8% (delapan persen) namun lebih besar atau sama dengan 4% (empat persen); 
b. Rasio solvabilitas kurang dari 110% (seratus sepuluh persen) namun lebih besar atau sama dengan 50%; (lima puluh persen); dan
c. LKM memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi.

	Peringkat 5
	4,21 – 5,00
	LKM  yang termasuk dalam peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:
a. Rasio Permodalan kurang dari 4% (empat persen); 
b. Rasio solvabilitas kurang dari 50% (lima puluh persen); dan
c. LKM memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi.          





Tabel II.C: Kertas Kerja Peringkat Faktor Permodalan dan Solvabilitas
	Komponen
(a)
	Parameter atau Indikator
(b)
	Nilai (Nominal) atau Rasio (%)
(c)
	Keterangan
(Analisis Kualitatif)
(d)
	Peringkat 
(e)

	Permodalan

	kecukupan, proyeksi dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko
	a. rasio Permodalan (Equity to Asset Ratio/EAR)
	
	
		

	Solvabilitas

	kecukupan, proyeksi dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi kewajiban jangka panjang
	b. Rasio Total Aset terhadap Total Liabilitas
	
	
	

	c. Kecukupan Modal LKM untuk mengantisipiasi kerugian
	
	
	

	Rata-rata peringkat faktor permodalan dan solvabilitas
	

	Peringkat faktor permodalan dan solvabilitas
	



FORMAT III
PENILAIAN FAKTOR KUALITAS ASET
TINGKAT KESEHATAN LKM

	Tabel III.A
	:
	Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Kualitas Aset
	…

	Tabel III.B
	:
	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Kualitas Aset
	…

	Tabel III.C
	:
	Kertas Kerja Peringkat Faktor Kualitas Aset
	…




Tabel III.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Kualitas Aset    
	Parameter atau Indikator
	Keterangan

	kualitas aset produktif dan konsentrasi eksposur risiko
	1. Rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah (non performing financing /NPF atau non performing loan/NPL) bruto
	


Keterangan:
Yang dimaksud dengan piutang pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.
	Peringkat
	Nilai

	1
	Rasio NPF/NPL bruto <5%	

	2
	5% ≤ Rasio NPF/NPL bruto < 8%

	3
	8% ≤ Rasio NPF/NPL bruto ≤ 10%

	4
	10% < Rasio NPF/NPL bruto ≤ 30%

	5
	Rasio NPF/NPL bruto > 30%




	
	1. Rasio NPF atau NPL Neto    
	


Keterangan:
PPP adalah penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan dengan memperhatikan nilai penjaminan kredit/asuransi kredit atau agunan (jika ada) mengacu pada ketentuan Pasal 107 dan 108 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

	Peringkat
	Nilai

	1
	Rasio NPF/NPL neto <3%	

	2
	3% ≤ Rasio NPF/NPL neto  < 4%

	3
	4% ≤ Rasio NPF/NPL neto ≤ 5%

	4
	5% < Rasio NPF/NPL neto ≤ 25%

	5
	Rasio NPF/NPL neto > 25%




	
	1. Rasio piutang pembiayaan/pinjaman per sektor ekonomi
	


Keterangan:
Piutang pembiayaan/pinjaman per sektor ekonomi adalah pembiayaan/pinjaman kepada debitur per sektor ekonomi berdasarkan klasifikasi sektor usaha pada SEOJK Nomor 1/SEOJK.06/2025 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.   
Tingkat pemusatan penyaluran Pinjaman/Pembiayaan pada pihak tertentu, kelompok usaha tertentu, sektor ekonomi tertentu, atau wilayah tertentu yang dapat meningkatkan risiko kerugian apabila terjadi gagal bayar atau gangguan pada kelompok tersebut.

	Peringkat
	Nilai

	1
	Rasio piutang pembiayaan/pinjaman per sektor ekonomi < 5%	

	2
	5% ≤ Rasio piutang pembiayaan/pinjaman per sektor ekonomi < 10%

	3
	10% ≤ Rasio piutang pembiayaan/pinjaman per sektor ekonomi ≤ 50%

	4
	50% < Rasio piutang pembiayaan/pinjaman per sektor ekonomi ≤ 70%

	5
	Rasio piutang pembiayaan/pinjaman per sektor ekonomi > 70 %




	Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah
	1. Kecukupan kebijakan dan prosedur
	Penilaian kualitatif antara lain dengan memperhatikan kecukupan atas kebijakan dan prosedur penyaluran Pinjaman/Pembiayaan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan.

	
	1. sistem dokumentasi
	Penilaian kualitatif antara lain dengan menilai dokumentasi pemberian Pinjaman/Pembiayaan antara lain dengan menyimpan serta mendokumentasikan dokumen pemberian Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan ketentuan.

	
	1. kinerja penanganan aset produktif bermasalah
	Penilaian kualitatif antara lain dengan menilai dokumen atau informasi pendukung bahwa LKM dapat menangani saldo piutang Pinjaman/Pembiayaan bermasalah. 
Contoh informasi pendukung antara lain tersedianya kertas kerja yang mencakup perhitungan piutang Pinjaman/Pembiayaan yang direstrukturisasi dan rincian daftar agunan.




Tabel III.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Kualitas Aset  
	Peringkat
	Nilai
	Definisi Peringkat

	Peringkat 1
	1,00 – 1,50
	Karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 1 antara lain sebagai berikut:
1. Rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah (non performing financing /NPF atau non performing loan/NPL) bruto lebih kecil dari 5% (lima persen);
1. Rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah (non performing financing /NPF atau non performing loan/NPL) neto lebih kecil dari 3% (tiga persen);
1. eksposur risiko penyaluran pembiayaan/pinjaman sangat rendah dan terdiversifikasi sangat baik dengan Rasio piutang pembiayaan/pinjaman per sektor ekonomi lebih kecil dari 5% (lima persen);
1. kecukupan kebijakan dan prosedur penyaluran pinjaman atau pembiayaan sangat memadai;
1. dokumentasi pemberian pinjaman atau pembiayaan disusun dan disimpan dengan sangat baik;
1. kinerja penanganan saldo piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah sangat baik.

	Peringkat 2
	1,51 – 2,60
	Karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 2 antara lain sebagai berikut:
1. Rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah (non performing financing /NPF atau non performing loan/NPL) bruto lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen) namun lebih kecil dari 8% (delapan persen);
1. Rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah (non performing financing /NPF atau non performing loan/NPL) neto lebih besar dari atau sama dengan 3% (tiga persen) namun lebih kecil dari 4% (empat persen);
1. eksposur risiko penyaluran pembiayaan/pinjaman rendah dan terdiversifikasi dengan baik serta Rasio piutang pembiayaan/pinjaman per sektor ekonomi lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen) namun lebih kecil dari 10% (sepuluh persen);
1. kecukupan kebijakan dan prosedur penyaluran pinjaman atau pembiayaan memadai;
1. dokumentasi pemberian pinjaman atau pembiayaan disusun dan disimpan dengan baik;
1. kinerja penanganan saldo piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah baik. 

	Peringkat 3
	2,61 – 3,40
	Karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 3 antara lain sebagai berikut:
1. Rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah (non performing financing /NPF atau non performing loan/NPL) bruto lebih besar dari atau sama dengan 8% (delapan persen) namun lebih kecil dari atau sama dengan 10% (sepuluh persen);
1. Rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah (non performing financing /NPF atau non performing loan/NPL) neto lebih besar dari atau sama dengan 4% (empat persen) namun lebih kecil dari atau sama dengan 5% (lima persen);
1. eksposur risiko penyaluran pembiayaan/pinjaman cukup rendah dan terdiversifikasi dengan cukup baik serta Rasio piutang pembiayaan/pinjaman per sektor ekonomi lebih besar dari sama dengan 10% (sepuluh persen) namun lebih kecil dari sama dengan 50% (lima puluh persen);
1. kecukupan kebijakan dan prosedur penyaluran pinjaman atau pembiayaan cukup memadai;
1. dokumentasi pemberian pinjaman atau pembiayaan disusun dan disimpan dengan cukup baik;
1. kinerja penanganan saldo piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah cukup baik.

	Peringkat 4
	3,41 – 4,20
	Karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 4 antara lain sebagai berikut:
1. Rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah (non performing financing /NPF atau non performing loan/NPL) bruto lebih besar dari 10% (sepuluh persen) namun lebih kecil dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen);
1. Rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah (non performing financing /NPF atau non performing loan/NPL) neto lebih besar dari 5% (lima persen) namun lebih kecil dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen);
1. eksposur risiko penyaluran pembiayaan/pinjaman tinggi dan kurang terdiversifikasi dengan baik serta Rasio piutang pembiayaan/pinjaman per sektor ekonomi lebih besar dari 50% (lima puluh persen) namun lebih kecil dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen);
1. kecukupan kebijakan dan prosedur penyaluran pinjaman atau pembiayaan kurang memadai;
1. dokumentasi pemberian pinjaman atau pembiayaan disusun dan disimpan dengan kurang baik;
1. kinerja penanganan saldo piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah buruk. 

	Peringkat 5
	4,21 – 5,00
	Karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 5 antara lain sebagai berikut:
1. Rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah (non performing financing /NPF atau non performing loan/NPL) bruto lebih besar dari 30% (tiga puluh persen);
1. Rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah (non performing financing /NPF atau non performing loan/NPL) neto lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen);
1. eksposur risiko penyaluran pembiayaan/pinjaman sangat tinggi dan tidak terdiversifikasi dengan baik serta Rasio piutang pembiayaan/pinjaman per sektor ekonomi lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen); 
1. kecukupan kebijakan dan prosedur penyaluran pinjaman atau pembiayaan tidak memadai;
1. dokumentasi pemberian pinjaman atau pembiayaan disusun dan disimpan dengan sangat buruk;
1. kinerja penanganan saldo piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah sangat buruk.




Tabel III.C: Kertas Kerja Peringkat Faktor Kualitas Aset
	Komponen
(a)
	Parameter atau Indikator
(b)
	Nilai (Nominal) atau Rasio (%)
(c)
	Keterangan
(Analisis Kualitatif)
(d)
	Peringkat 
(e)

	Kualitas Aset Produktif dan Konsentrasi Eksposur Risiko

	Kualitas Aset Produktif
	a. rasio piutang pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF atau non performing loan/NPL) bruto
	
	
		

	
	b.  Rasio NPF atau NPL Neto
	
	
	

	Konsentrasi Eksposur Risiko
	c. Rasio piutang pembiayaan/pinjaman per sektor ekonomi
	
	
	

	Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah

	d. Kecukupan kebijakan dan prosedur
	
	
	

	e. sistem dokumentasi
	
	
	

	f. kinerja penanganan aset produktif bermasalah
	
	
	

	Rata-rata peringkat faktor Kualitas Aset
	

	Peringkat faktor Kualitas Aset
	



FORMAT IV
PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS
TINGKAT KESEHATAN LKM

	Tabel IV.A
	:
	Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas
	…

	Tabel IV.B
	:
	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas
	…

	Tabel IV.C
	:
	Kertas Kerja Peringkat Faktor Rentabilitas
	



Tabel IV.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas  
	Parameter atau Indikator
	Keterangan

	1. Kemampuan Aset Produktif LKM dalam menghasilkan laba 
	1. 
	Return on asset (RoA).

	


1. ROA merupakan rasio keuangan yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan aset produktif LKM dalam menghasilkan laba.
1. Laba atau rugi sebelum pajak sebagaimana tercatat dalam Laporan laba rugi tahun berjalan sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan yang dihitung dengan perhitungan tahunan atau disetahunkan. 
a. Perhitungan Laba atau rugi sebelum pajak secara tahunan yaitu nilai laba atau rugi sebagaimana tercatat dalam Laporan laba rugi tahun berjalan.  
b. Dalam hal LKM melakukan pengkinian Tingkat Kesehatan, maka perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan nilai laba atau rugi yang disetahunkan. Contoh: LKM akan melakukan pengkinian di Juni 2028, maka perhitungan laba yang disetahunkan dihitung dengan cara laba posisi bulan Juni 2028 dibagi 6 (enam) dan dikalikan dengan 12 (dua belas).
c. Dalam hal LKM yang baru beroperasi selama 6 (enam) bulan atau lebih sejak izin usaha diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan nilai laba atau rugi yang disetahunkan. Contoh: LKM yang baru beroperasional di bulan Juli 2028, maka perhitungan laba yang disetahunkan dihitung dengan cara laba posisi Desember 2028 dibagi 6 (enam) dan dikalikan dengan 12 (dua belas). 
1. Untuk perhitungan rata-rata total aset adalah hasil penjumlahan keseluruhan total aset posisi bulan pertama awal tahun sampai dengan posisi bulan ke-12 (dua belas) tahun berjalan dibagi dengan 12 (dua belas) bulan. 
a. Dalam hal LKM akan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan, maka perhitungan rata-rata total aset menggunakan hasil penjumlahan keseluruhan total aset selama dua belas bulan terakhir dibagi dengan 12 (dua belas) bulan. Contoh: LKM akan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan pada bulan Juni 2028, maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (Penjumlahan total aset dari Mei 2027 s.d. Juni 2028)/12 (dua belas) bulan.
b. Dalam hal LKM yang baru beroperasi selama 6 (enam) bulan atau lebih sejak izin usaha diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Perhitungan rata-rata total aset menggunakan hasil penjumlahan keseluruhan total aset posisi awal bulan operasional sampai dengan posisi bulan laporan dibagi dengan jumlah bulan Laporan. Contoh: LKM yang beroperasi sejak izin usaha diperoleh di bulan Juli 2028, untuk penilaian Tingkat Kesehatan pertama kali periode Desember 2028 maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (Penjumlahan total aset dari Juli 2028 s.d. Desember 2028)/6 (enam) bulan.
	Peringkat
	Nilai

	1
	Rasio ROA ≥ 2%	

	2
	1,5% ≤ Rasio ROA < 2%

	3
	1% ≤ Rasio ROA < 1,5%

	4
	0,5% ≤ Rasio ROA < 1%

	5
	Rasio ROA < 0,5%


 

	
	1. 
	Return on equity (RoE).
	


1. ROE merupakan rasio keuangan yang menunjukkan tingkat efektifitas LKM dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang berasal dari pemegang saham.
1. Laba atau rugi bersih sebagaimana tercatat dalam Laporan laba rugi tahun berjalan setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan. 
a. Dalam hal LKM melakukan pengkinian Tingkat Kesehatan, maka perhitungan laba atau rugi setelah pajak menggunakan nilai laba atau rugi yang disetahunkan. Contoh: LKM akan melakukan pengkinian di Juni 2028, maka perhitungan laba yang disetahunkan dihitung dengan cara laba posisi bulan Juni 2028 dibagi 6 (enam) dan dikalikan dengan 12 (dua belas).
b. Dalam hal LKM yang baru beroperasi selama 6 (enam) bulan atau lebih sejak izin usaha diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka perhitungan laba atau rugi setelah pajak menggunakan nilai laba atau rugi yang disetahunkan. Contoh: LKM yang baru beroperasional di bulan Juli 2028, maka perhitungan laba yang disetahunkan dihitung dengan cara laba posisi Desember 2028 dibagi 6 (enam) dan dikalikan dengan 12 (dua belas).
1. Untuk perhitungan rata-rata total ekuitas adalah hasil penjumlahan keseluruhan total ekuitas posisi bulan pertama awal tahun sampai dengan posisi bulan ke-12 (dua belas) tahun berjalan dibagi dengan 12 (dua belas) bulan. 
a. Dalam hal LKM akan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan, maka perhitungan rata-rata total ekuitas menggunakan hasil penjumlahan keseluruhan total ekuitas selama dua belas bulan terakhir dibagi dengan 12 (dua belas) bulan. Contoh: LKM akan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan pada bulan Juni 2028, maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (Penjumlahan total ekuitas dari Mei 2027 s.d. Juni 2028)/12 (dua belas) bulan.
b. Dalam hal LKM yang baru beroperasi selama 6 (enam) bulan atau lebih sejak izin usaha diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Perhitungan rata-rata total ekuitas menggunakan hasil penjumlahan keseluruhan total ekuitas posisi awal bulan operasional sampai dengan posisi bulan laporan dibagi dengan jumlah bulan Laporan. Contoh: LKM yang beroperasi sejak izin usaha diperoleh di bulan Juli 2028, untuk penilaian Tingkat Kesehatan pertama kali periode Desember 2028 maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (Penjumlahan total ekuitas dari Juli 2028 s.d. Desember 2028)/6 (enam) bulan.
	Peringkat
	Nilai

	1
	Rasio ROE ≥ 4%	

	2
	3% ≤ Rasio ROE < 4%

	3
	2% ≤ Rasio ROE < 3%

	4
	0,5% ≤ Rasio ROE < 2%

	5
	Rasio ROE < 0,5%




	
	1. 
	Manajemen Rentabilitas
	Penilaian kualitatif antara lain dengan melakukan analisis kemampuan LKM dalam mengelola rentabilitas antara lain terhadap kemampuan untuk: 
a. menghasilkan pendapatan; dan 
b. mengelola beban, 
secara berkelanjutan.

	
	1. 
	Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).
	


Beban Operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan utama LKM pada tahun berjalan atau yang disetahunkan. 
Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan utama LKM pada tahun berjalan atau yang disetahunkan. 
a. Dalam hal LKM melakukan pengkinian Tingkat Kesehatan, maka perhitungan beban operasional dan pendapatan operasional menggunakan nilai beban operasional dan pendapatan operasional yang disetahunkan. Contoh: LKM akan melakukan pengkinian di Juni 2028, maka perhitungan beban operasional dan pendapatan operasional yang disetahunkan dihitung dengan cara beban operasional dan pendapatan operasional posisi bulan Juni 2028 dibagi 6 (enam) dan dikalikan dengan 12 (dua belas).
b. Dalam hal LKM yang baru beroperasi selama 6 (enam) bulan atau lebih sejak izin usaha diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka perhitungan beban operasional dan pendapatan operasional menggunakan nilai beban operasional dan pendapatan operasional yang disetahunkan. Contoh: LKM yang baru beroperasional di bulan Juli 2028, maka perhitungan beban operasional dan pendapatan operasional yang disetahunkan dihitung dengan cara beban operasional dan pendapatan operasional posisi Desember 2028 dibagi 6 (enam) dan dikalikan dengan 12 (dua belas).

	Peringkat
	Nilai

	1
	Rasio BOPO ≤ 85%	

	2
	85% < Rasio BOPO ≤ 90%

	3
	90% < Rasio BOPO ≤  95%

	4
	95% < Rasio BOPO ≤  100%

	5
	Rasio BOPO > 100%






Tabel IV.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas
	Peringkat
	Nilai
	Definisi

	Peringkat 1
	1,00 – 1,50
	LKM yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:
1. LKM memiliki rasio ROA lebih besar atau sama dengan 2% (dua persen); 
1. LKM memiliki rasio ROE lebih besar atau sama dengan 4% (empat persen); 
1. LKM memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan dan mengelola beban yang sangat baik sehingga laba sangat mampu meningkatkan modal; dan
1. LKM memiliki BOPO lebih kecil atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen).

	Peringkat 2
	1,51 – 2,60
	LKM yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:
1. LKM memiliki rasio ROA lebih besar atau sama dengan 1,5% (satu koma lima persen) namun lebih kecil dari 2% (dua persen);
1. LKM memiliki rasio ROE lebih besar atau sama dengan 3% (tiga persen) namun lebih kecil dari 4% (empat persen); 
1. LKM memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan dan mengelola beban yang baik sehingga laba mampu meningkatkan modal; dan
1. LKM memiliki BOPO lebih besar dari 85% (delapan puluh lima persen) namun lebih kecil atau sama dengan 90% (sembilan puluh persen).

	Peringkat 3
	2,61 – 3,40
	LKM yang termasuk dalam Peringkat 3 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:
1. LKM memiliki rasio ROA lebih besar atau sama dengan 1% (satu persen) namun lebih kecil dari 1,5% (satu koma lima persen);
1. LKM memiliki rasio ROE lebih besar atau sama dengan 2% (dua persen) namun lebih kecil dari 3% (tiga persen); 
1. LKM memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan dan mengelola beban yang cukup baik sehingga laba cukup mampu meningkatkan modal; dan
1. LKM memiliki BOPO lebih besar dari 90% (sembilan puluh persen) namun lebih kecil atau sama dengan 95% (sembilan puluh lima persen).

	Peringkat 4
	3,41 – 4,20
	LKM yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:
1. LKM memiliki rasio ROA lebih besar atau sama dengan 0,5% (nol koma lima persen) namun lebih kecil dari 1% (satu persen);  
1. LKM memiliki rasio ROE lebih besar atau sama dengan 0,5% (nol koma lima persen) namun lebih kecil dari 2% (dua persen); 
1. LKM memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan dan mengelola beban yang kurang baik sehingga laba kurang mampu meningkatkan modal; dan
1. LKM memiliki BOPO lebih besar dari 95% (sembilan puluh lima persen) sampai dengan kurang dari atau sama dengan 100% (seratus persen). 

	Peringkat 5
	4,21 – 5,00
	LKM yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   
1. LKM memiliki rasio ROA lebih kecil dari 0,5% (nol koma lima persen);
1. LKM memiliki rasio ROE lebih kecil dari 0,5% (nol koma lima persen); 
1. LKM memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan dan mengelola beban yang tidak baik sehingga laba tidak mampu meningkatkan modal; dan
1. LKM memiliki BOPO lebih besar dari 100% (seratus persen). 




Tabel IV.C: Kertas Kerja Peringkat Faktor Rentabilitas
	Komponen
(a)
	Parameter atau Indikator
(b)
	Nilai (Nominal) atau Rasio (%)
(c)
	Keterangan
(Analisis Kualitatif)
(d)
	Peringkat 
(e)

	Kemampuan Aset Produktif dalam Menghasilkan Laba
	a. Return on Asset/ROA
	
	
		

	
	b. Return on Ewuity/ROE
	
	
	

	
	c. Manajemen Rentabilitas
	
	
	

	Tingkat Efisiensi Operasional
	d. Rasio Beban Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO)
	
	
	

	Rata-rata peringkat faktor Rentabilitas
	

	Peringkat faktor Rentabiliats
	



FORMAT V
PENILAIAN FAKTOR LIKUIDITAS
TINGKAT KESEHATAN LKM

	Tabel V.A
	:
	Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Likuditas
	…

	Tabel V.B
	:
	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Likuditas  
	…

	Tabel V.C
	:
	Kertas Kerja Peringkat Faktor Likuiditas
	…



Tabel V.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Likuiditas  
	Parameter atau Indikator
	Keterangan

	1. kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan potensi terjadinya ketidaksesuaian antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang (maturity mismatch)

	kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek
	1. 
	Rasio Likuiditas jangka pendek (Cash Ratio)  
	Dinilai dari kemampuan LKM dalam memenuhi kewajiban keuangan yang memiliki jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan. Pengukuran dapat dilakukan dengan menghitung rasio likuiditas jangka pendek dengan menggunakan rumus sebagai berikut:



Atau



Yang dimaksud dengan kas adalah nilai kas sebagaimana tercatat dalam Laporan posisi keuangan tahun berjalan.

Yang dimaksud dengan setara kas adalah aset keuangan yang memiliki jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan. Contoh aset keuangan adalah penempatan dana sebagaimana tercatat dalam Laporan posisi keuangan tahun berjalan.

Yang dimaksud dengan liabilitas lancar adalah utang yang harus segera dibayar, simpanan, pinjaman/pendanaan yang diterima, dan liabilitas lain yang memiliki jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan tahun berjalan.

	Peringkat
	Nilai

	1
	Cash Ratio ≥ 10%	

	2
	6% ≤  Cash Ratio < 10%

	3
	4% ≤  Cash Ratio < 6%

	4
	3% ≤  Cash Ratio < 4%

	5
	Cash Ratio < 3%




	kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang
	1. 
	Rasio Likuiditas jangka panjang
	Dinilai dari kemampuan LKM dalam memenuhi kewajiban keuangan yang memiliki jatuh tempo paling singkat 12 (dua belas) bulan. Pengukuran dapat dilakukan dengan menghitung rasio likuiditas jangka panjang dengan menggunakan rumus sebagai berikut:



Yang dimaksud aset tidak lancar adalah aset keuangan yang memiliki jatuh tempo paling singkat 12 (dua belas) bulan. Contoh aset keuangan adalah penempatan dana sebagaimana tercatat dalam Laporan posisi keuangan tahun berjalan.

Yang dimaksud dengan liabilitas tidak lancar adalah utang, simpanan, pinjaman/pendanaan yang diterima, dan liabilitas lain yang memiliki jatuh tempo paling singkat 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan tahun berjalan.

	2. Kecukupan Kebijakan pengelolaan likuiditas 
	Manajemen pengelolaan likuiditas LKM
	Hal ini meliputi pemahaman direksi dan dewan komisaris, kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas, perencanaan serta penilaian kecukupan likuiditas. 




Tabel V.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Likuiditas
	Peringkat
	Nilai
	Definisi Peringkat

	Peringkat 1
	1,00 – 1,50
	Karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 1 antara lain sebagai berikut:
1. LKM memiliki cash ratio lebih besar atau sama dengan dari 10% (sepuluh persen);
1. LKM memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang yang sangat memadai; dan
1. pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas, perencanaan serta penilaian kecukupan likuiditas LKM sangat baik; dan.   

	Peringkat 2
	1,51 – 2,60
	Karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 2 antara lain sebagai berikut:
1. LKM memiliki cash ratio lebih besar dari atau sama dengan 6% (enam persen) namun lebih kecil dari 10% (sepuluh persen);
1. LKM memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang yang memadai; dan
1. pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas, perencanaan serta penilaian kecukupan likuiditas LKM dinilai baik.

	Peringkat 3
	2,61 – 3,40
	Karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 3 antara lain sebagai berikut:
1. LKM memiliki cash ratio lebih besar dari atau sama dengan 4% (empat persen) namun lebih kecil dari 6% (enam persen);
1. LKM memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang yang cukup memadai; dan
1. pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas, perencanaan serta penilaian kecukupan likuiditas LKM dinilai cukup.

	Peringkat 4
	3,41 – 4,20
	Karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 4 antara lain sebagai berikut:
1. LKM memiliki cash ratio lebih besar dari atau sama dengan 3% (tiga persen) namun lebih kecil dari 4% (empat persen);
1. LKM memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang yang kurang memadai; dan
1. pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas, perencanaan serta penilaian kecukupan likuiditas LKM dinilai kurang.

	Peringkat 5
	4,21 – 5,00
	Karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 5 antara lain sebagai berikut:
1. LKM memiliki cash ratio lebih kecil dari 3% (tiga persen); 
1. LKM memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang yang tidak memadai; dan
1. pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas, perencanaan serta penilaian kecukupan likuiditas LKM dinilai sangat kurang. 



Tabel V.C: Kertas Kerja Peringkat Faktor Likuiditas
	Komponen
(a)
	Parameter atau Indikator
(b)
	Nilai (Nominal) atau Rasio (%)
(c)
	Keterangan
(Analisis Kualitatif)
(d)
	Peringkat 
(e)

	1. kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, dan potensi terjadinya ketidaksesuaian antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang (maturity mismatch)

		kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek
	a. Rasio likuiditas jangka pendek/
Cash Ratio
	
	
		

		kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek
	b. Rasio likuiditas jangka panjang
	
	
	

	2. kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas
	
	
	

	Rata-rata peringkat faktor Likuiditas
	

	Peringkat faktor Likuiditas
	



FORMAT VI
PENILAIAN FAKTOR MANAJEMEN
TINGKAT KESEHATAN LKM
	Tabel VI.A
	:
	Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Manajemen
	…

	Tabel VI.B
	:
	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Manajemen 
	…

	Tabel VI.C
	:
	Kertas Kerja Peringkat Faktor Manajemen
	…

	Tabel VI.C.1
	:
	Kertas Kerja Penilaian Komponen Penerapan Tata Kelola yang Baik
	

	Tabel VI.C.2
	:
	Kertas Kerja Penilaian Komponen Penerapan Manajemen Risiko
	





Tabel VI.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Manajemen
	Parameter atau Indikator Manajemen
	Keterangan

	Penilaian terhadap:
1. Kualitas Manajemen Umum, termasuk Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Pihak Lain; dan
1. Kepatuhan LKM terhadap Prinsip Syariah dan Pelaksanaan Fungsi Sosial, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah,
dilakukan dengan menilai penerapan tata kelola yang baik oleh manajemen LKM.

	
	LKM menggunakan penilaian atas penerapan tata kelola yang baik dimana menghasilkan peringkat tata kelola yang baik yang diperoleh melalui hasil penilaian pada tabel VI.C.1

	Penilaian terhadap:
1. Penerapan Manajemen Risiko terutama Pemahaman Manajemen atas Risiko LKM; dan
1. Kepatuhan LKM terhadap Prinsip Syariah dan Pelaksanaan Fungsi Sosial, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah,
dilakukan dengan menilai penerapan LKM dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif.

	
	LKM menggunakan peringkat komposit hasil penilaian atas profil risiko dimana menghasilkan peringkat risiko yang diperoleh melalui hasil penilaian pada tabel VI.C.2 





Tabel VI.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Manajemen
	Peringkat
	Nilai
	Definisi Peringkat

	Peringkat 1
	1,00 – 1,50
	Mencerminkan manajemen LKM telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen LKM.


	Peringkat 2

	1,51 – 2,60
	Mencerminkan manajemen LKM telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen LKM.


	Peringkat 3
	2,61 – 3,40
	Mencerminkan manajemen LKM telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen LKM.   


	Peringkat 4
	3,41 – 4,20
	Mencerminkan manajemen LKM telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen LKM.  


	Peringkat 5
	4,21 – 5,00
	Mencerminkan manajemen LKM telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen LKM.  





Tabel VI.C: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Manajemen
	Komponen
(a)
	Parameter atau Indikator
(b)
	Peringkat 
(e)

	Penilaian terhadap:
1. Kualitas Manajemen Umum, termasuk Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Pihak Lain; dan 
2. Kepatuhan LKM terhadap Prinsip Syariah dan Pelaksanaan Fungsi Sosial, bagi LKM yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, 
dilakukan dengan menilai penerapan tata kelola yang baik oleh manajemen LKM.

	penilaian penerapan tata kelola yang baik 
	Hasil peringkat penilaian penerapan tata kelola yang baik sebagaimana tabel VI.C.1 (sesuai skala usaha LKM)
		

	Penilaian terhadap:
1. Penerapan Manajemen Risiko terutama Pemahaman Manajemen atas Risiko LKM; dan 
2. Kepatuhan LKM terhadap Prinsip Syariah dan Pelaksanaan Fungsi Sosial, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, 
dilakukan dengan menilai menerapkan manajemen risiko secara efektif.

	Penilaian penerapan manajemen risiko
	Hasil penilaian atas profil risiko dimana menghasilkan peringkat risiko sebagaimana tabel VI.C.2 (sesuai skala usaha LKM)
	

	Rata-rata peringkat faktor Manajemen
	

	Peringkat faktor Manajemen
	



Tabel VI.C.1 : Kertas Kerja Penilaian Komponen Penerapan Tata Kelola yang Baik
(Diisi sesuai skala usaha LKM atau LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah)

1. LKM atau LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah Skala Usaha Besar 
a. Skala Usaha Besar dengan Total Aset lebih besar atau sama dengan Rp50.000.000.000 (Lima puluh miliar rupiah)
1) LKM 
	Komponen
	Total Pertanyaan
	Jumlah “Ya”
	% 
Ya
	Peringkat (Kuantitatif)
	Kategori

	Penerapan Tata Kelola 
yang Baik
	57
	
	
	
	



2) LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
	Komponen
	Total Pertanyaan
	Jumlah “Ya”
	% 
Ya
	Peringkat (Kuantitatif)
	Kategori

	Penerapan Tata Kelola 
yang Baik
	62
	
	
	
	



b. Skala Usaha Besar dengan Total Aset lebih kecil dari Rp50.000.000.000 (Lima puluh miliar rupiah)
1) LKM 
	Komponen
	Total Pertanyaan
	Jumlah “Ya”
	% 
Ya
	Peringkat (Kuantitatif)
	Kategori

	Penerapan Tata Kelola 
yang Baik
	54
	
	
	
	



2) LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
	Komponen
	Total Pertanyaan
	Jumlah “Ya”
	% 
Ya
	Peringkat (Kuantitatif)
	Kategori

	Penerapan Tata Kelola 
yang Baik
	59
	
	
	
	





2. Lembaga Keuangan Mikro Skala Menengah
a. Skala Usaha Menengah dengan Total Aset lebih besar atau sama dengan Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan menghimpun dana masyarakat
1) LKM 
	Komponen
	Total Pertanyaan
	Jumlah “Ya”
	% 
Ya
	Peringkat (Kuantitatif)
	Kategori

	Penerapan Tata Kelola 
yang Baik
	49
	
	
	
	



2) LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
	Komponen
	Total Pertanyaan
	Jumlah “Ya”
	% 
Ya
	Peringkat (Kuantitatif)
	Kategori

	Penerapan Tata Kelola 
yang Baik
	54
	
	
	
	



b. Skala Usaha Menengah dengan Total Aset lebih kecil dari Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), lebih besar atau sama dengan Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan tidak menghimpun dana masyarakat
1) LKM 
	Komponen
	Total Pertanyaan
	Jumlah “Ya”
	% 
Ya
	Peringkat (Kuantitatif)
	Kategori

	Penerapan Tata Kelola 
yang Baik
	46
	
	
	
	



2) LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
	Komponen
	Total Pertanyaan
	Jumlah “Ya”
	% 
Ya
	Peringkat (Kuantitatif)
	Kategori

	Penerapan Tata Kelola 
yang Baik
	51
	
	
	
	






3. Lembaga Keuangan Mikro Skala Kecil
a. LKM
	Komponen
	Total Pertanyaan
	Jumlah “Ya”
	% 
Ya
	Peringkat (Kuantitatif)
	Kategori

	Penerapan Tata Kelola yang Baik
	41
	
	
	
	



b. LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
	Komponen
	Total Pertanyaan
	Jumlah “Ya”
	% 
Ya
	Peringkat (Kuantitatif)
	Kategori

	Penerapan Tata Kelola 
yang Baik
	46
	
	
	
	



Tabel VI.C.2 : Kertas Kerja Penilaian Penerapan Manajemen Risiko 
(Diisi sesuai skala usaha LKM atau LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah)

1. LKM atau LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah Skala Usaha Besar

	No
	Profil Risiko
	Penilaian Posisi Laporan
	Penilaian Posisi Sebelumnya

	
	
	Individual
	Konsolidasi
	Individual
	Konsolidasi

	
	
	Peringkat Risiko Inheren
	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
	Peringkat Tingkat Risiko
	Tingkat Risiko Inheren
	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
	Tingkat Risiko
	Tingkat Risiko Inheren
	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
	Tingkat Risiko
	Tingkat Risiko Inheren
	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
	Tingkat Risiko

	1
	Risiko Kredit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Risiko Operasional
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Risiko Likuiditas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Risiko Hukum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Risiko Kepatuhan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Risiko Reputasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Peringkat Komposit
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Analisis


	 









2. LKM atau LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah Skala Usaha Menengah dan Skala Usaha Kecil

	No
	Profil Risiko
	Penilaian Posisi Laporan
	Penilaian Posisi Sebelumnya

	
	
	Individual
	Konsolidasi
	Individual
	Konsolidasi

	
	
	Peringkat Risiko Inheren
	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
	Peringkat Tingkat Risiko
	Tingkat Risiko Inheren
	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
	Tingkat Risiko
	Tingkat Risiko Inheren
	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
	Tingkat Risiko
	Tingkat Risiko Inheren
	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
	Tingkat Risiko

	1
	Risiko Kredit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Risiko Operasional
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Risiko Likuiditas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Peringkat Komposit
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Analisis
	 



FORMAT VII
PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR MANAJEMEN –
PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK BAGI LKM

Tabel VII.A: Parameter atau Indikator Penilaian Komponen Tata Kelola yang Baik bagi LKM

	Peringkat 
	Kategori
	Rentang % Ya

	1
	Sangat Baik
	81% - 100%

	2
	Baik
	61% - 80%

	3
	Cukup Baik
	41% - 60%

	4
	Kurang Baik
	21% - 40%

	5
	Tidak Baik
	0% - 20%



Tabel VII.A.1: Total Pertanyaan Penilaian Komponen Tata Kelola yang Baik bagi LKM

	
	Skala Usaha Besar
	Skala Usaha Menengah
	Skala Usaha Kecil

	
	Total Aset  Rp50.000.000.000
	Total Aset < Rp50.000.000.000
	Wajib Auditor Eksternal
	Tidak Wajib Auditor Eksternal
	

	Total Pertanyaan
	57 
	54
	49
	46
	41



Tabel VII.A.2: Total Pertanyaan Penilaian Komponen Tata Kelola yang Baik bagi LKM yang Menjalankan Kegiatan Usaha dengan Prinsip Syariah

	
	Skala Usaha Besar
	Skala Usaha Menengah
	Skala Usaha Kecil

	
	Total Aset  Rp50.000.000.000
	Total Aset < Rp50.000.000.000
	Wajib Auditor Eksternal
	Tidak Wajib Auditor Eksternal
	

	Total Pertanyaan
	62
	59
	54
	51
	46



Tabel VII.B: Kertas Kerja Parameter atau Indikator Penilaian Komponen Tata Kelola yang Baik bagi LKM
	No.
	Pertanyaan
	Kriteria
	Kondisi
Ya/Tidak *)

	A.
	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemegang Saham dan RUPS

	1. 
	Apakah pemegang saham telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? 
	Perubahan Pasal 32 POJK Perubahan POJK 41
LKM skala usaha besar wajib memastikan anggota Direksi, pengelola, anggota Dewan Komisaris, PSP dan/atau anggota DPS LKM memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.
	

	2. 
	Apakah RUPS/Rapat Anggota telah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai anggaran dasar LKM?
	Contohnya RUPS dalam rangka:
1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi
2) Pengangkatan DPS
3) dsb
	

	3. 
	Apakah PSP dan/atau anggota pemegang saham telah menjalankan kewenangannya tanpa mencampuri kegiatan operasional LKM yang menjadi tanggung jawab Direksi atau pengurus?
	Pasal 8 POJK 48 Tahun 2024
Pemegang saham LKM dilarang mencampuri kegiatan operasional LKM yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar LKM dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.
	

	4. 
	Apakah PSP dan atau anggota berkomitmen dalam pengembangan operasional LKM? 
	Pasal 7 POJK 48 Tahun 2024
Pemegang saham wajib memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional PVML antara lain antara lain pada saat dibutuhkan khususnya untuk menjaga tingkat kesehatan PVML, pemegang saham bersedia meningkatkan dana operasional PVML dengan cara antara lain menambah modal disetor dan/atau perubahan komposisi/jumlah pemegang saham.

	

	5. 
	Apakah pemegang saham LKM turut serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha LKM yang sehat, berdaya saing, sesuai prinsip kehati- hatian dan manajemen risiko serta menjaga kesinambungan LKM?
	Pasal 7 POJK 48 Tahun 2024

	

	B.
	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dan Dewan Komisaris

	6. 
	Apakah LKM memiliki komposisi Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan skala usahanya sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan? 
	Komposisi
POJK 41 Tahun 2024 
Pasal 29
a. Berbadan hukum PT dan menghimpun simpanan wajib minimal 2 (dua) orang anggota Direksi dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dengan jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

POJK 48 Tahun 2024
Pasal 12 dan Pasal 13
b. LKM yang memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit:
1) 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan salah satunya sebagai direktur utama; dan
2) 2 (dua) orang Dewan Komisaris dengan salah satunya sebagai komisaris utama.
c. LKM yang memiliki total aset Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan menghimpun dana masyarakat wajib memiliki paling sedikit:
1) 2 (dua) orang anggota Direksi dengan salah satunya sebagai Direktur Utama; dan
2) 1 (satu) orang Dewan Komisaris.
d. LKM yang memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan tidak menghimpun dana masyarakat wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dengan salah satunya sebagai Direktur Utama.
e. Direktur Utama bukan merupakan pemegang saham perseorangan dalam LKM yang sama dan/atau memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal dengan pemegang saham perseorangan dalam LKM yang sama. 
	

	7. 
	Apakah Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi syarat penilaian kemampuan dan kepatutan atau wawancara sesuai dengan skala usahanya?
	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Perubahan POJK 41 Tahun 2024 
Pasal 32
a. LKM skala usaha besar wajib memastikan anggota Direksi, pengelola, anggota Dewan Komisaris, PSP dan anggota DPS memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.
b. LKM skala usaha besar berbadan hukum koperasi yang memiliki pengelola, pemenuhan penilaian kemampuan dan kepatutan mengikuti tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi.
Pasal 33
c. LKM skala usaha menengah wajib memastikan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS memenuhi proses wawancara sebelum dilakukan pengangkatan oleh rapat anggota atau rapat umum pemegang saham.
d. Terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS LKM skala usaha kecil dapat dilakukan proses wawancara, sebelum dilakukan pengangkatan oleh rapat anggota atau rapat umum pemegang saham.
	

	8. 
	Apakah perangkapan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
	Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris
Pasal 28 POJK 41 Tahun 2024 dan Pasal 20 POJK 48 Tahun 2024
a. Direksi tidak merangkap jabatan sebagai direksi atau yang setara pada perusahaan lain;
b. Direksi tidak merangkap jabatan sebagai dewan komisaris atau yang setara pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain
c. Direksi tidak merangkap sebagai DPS pada LKM yang sama
d. Direksi tidak merangkap pada jabatan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi
e. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai dewan komisaris atau yang setara pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain.
	

	9. 
	Apakah Direksi dan/atau Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, tidak memanfaatkan jabatannya pada LKM untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan LKM?
	Pasal 23, Pasal 24, Pasal 43, dan Pasal 44 POJK 48 Tahun 2024
Cukup Jelas
	

	10. 
	Apakah Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan apakah Dewan Komisaris telah menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris?
	Pasal 23 dan Pasal 43 POJK 48 Tahun 2024
Cukup Jelas
	

	C.
	Penerapan Manajemen Risiko

	11. 
	Apakah Direksi, Dewan Komisaris dan DPS (jika ada) telah secara aktif melakukan pemantauan terhadap kecukupan penerapan Manajemen Risiko pada LKM?
	Pasal 2 POJK 42 Tahun 2024
Cukup Jelas
	

	12. 
	Apakah LKM telah memiliki dan mengkinikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko?
	Pasal 12 dan Pasal 13 POJK 42 Tahun 2024
Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:
a. Penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha PVML;
b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
c. Penetapan tingkat risiko yang akan diambil, penetapan toleransi risiko, dan penentuan limit risiko;
d. Penetapan penilaian peringkat risiko;
e. Penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk; dan
f. Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko.
Bagi LKM skala usaha besar: kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat seluruh huruf a-f.
Bagi LKM skala usaha menengah: kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat huruf a, c, e, dan f.
Bagi LKM skala usaha kecil: kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat huruf a, c, dan e.

Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko LKM yang paling sedikit memuat:
a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang;
b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
c. Dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko secara memadai.
Bagi LKM skala usaha besar: prosedur Manajemen Risiko paling sedikit memuat seluruh huruf a-c.
Bagi LKM skala usaha menengah: prosedur Manajemen Risiko paling sedikit memuat huruf a dan huruf c.
Bagi LKM skala usaha kecil: prosedur Manajemen Risiko paling sedikit memuat huruf a.
	

	13. 
	Apakah LKM telah menerapkan Manajemen Risiko yang sejalan dengan prinsip tata kelola dan kepatuhan sebagaimana kebijakan dan prosedur yang telah disusun?
	Cukup Jelas.
	

	14. 
	Apakah LKM telah secara konsisten mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan melakukan pemantauan atas Risiko yang dihadai LKM sesuai masing-masing skala?
	Cukup Jelas.
	

	15. 
	Apakah terdapat mekanisme pengendalian internal dalam operasional LKM?
	Pasal 20 POJK 42 Tahun 2024
a. Memastikan kepatuhan LKM terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan atau ketentuan internal LKM
b. kepatuhan dan efektivitas fungsi Manajemen Risiko dalam merancang dan menerapkan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko;
c. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
d. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional.
Bagi LKM skala usaha besar: paling sedikit memperhatikan seluruh huruf a-d.
Bagi LKM skala usaha menengah: paling sedikit memperhatikan huruf a, huruf c dan huruf d.
Bagi LKM skala usaha kecil: prosedur Manajemen Risiko paling sedikit memuat huruf a dan huruf d.
	

	D.
	Penerapan Strategi Antifraud

	16. 
	Apakah LKM memiliki dan mengkinikan kebijakan strategi antifraud sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan?
	POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Antifraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
	

	17. 
	Apakah Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi antifraud?
	Cukup Jelas.
	

	18. 
	Apakah LKM menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal?
	Cukup Jelas.
	

	19. 
	Apakah LKM telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan?
	Pasal 10 POJK Nomor 12 Tahun 2024
	

	E.
	Penerapan Fungsi Audit Internal 

	20. 
	Apakah LKM telah memiliki fungsi audit internal?
	Cukup Jelas
	

	21. 
	Apakah LKM telah memiliki, mengevaluasi dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja terkait dengan fungsi audit internal yang disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris?
	Pasal 85 POJK 48 Tahun 2024
PVML wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja pelaksanaan fungsi audit internal
	

	22. 
	Apakah LKM telah melaksanakan fungsi audit internal secara efektif dan/atau apakah terdapat pelaksanaan audit oleh auditor eksternal berdasarkan permintaan dari pemegang saham?
	Pasal 84 POJK 48 Tahun 2024
LKM wajib menerapkan fungsi audit internal secara efektif.
Pasal 140 POJK 41 Tahun 2024
Dalam hal pemegang saham atau anggota LKM mewajibkan: 
· LKM skala usaha kecil, 
· LKM skala usaha menengah dengan total aset di bawah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), 
· dan/atau LKM skala usaha menengah dengan total aset di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) namun tidak menghimpun dana masyarakat 
untuk diaudit oleh akuntan public untuk menyampaikan  menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku terakhir.

	

	23. 
	Apakah fungsi internal audit telah mencerminkan pengendalian internal yang memadai pada LKM, termasuk meminimalisir atau mencegah terjadinya fraud?
	Cukup jelas
	

	F.
	Penanganan Benturan Kepentingan

	24. 
	Apakah LKM memiliki kebijakan benturan kepentingan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam LKM akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha LKM, yang dituangkan dalam aturan?
	Pasal 88 POJK 48 Tahun 2024
LKM wajib memiliki kebijakan benturan kepentingan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam LKM akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha LKM, yang dituangkan dalam aturan
	

	25. 
	Apakah Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS (jika ada), dan pegawai LKM telah menghindari segala bentuk benturan kepentingan dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan LKM?
	Pasal 88 POJK 48 Tahun 2024
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai LKM harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan LKM dan dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan PVML atau mengurangi keuntungan LKM.

	

	26. 
	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS (jika ada), dan pegawai LKM telah mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap transaksi dan keputusan yang berpotensi memiliki benturan kepentingan kepada Otoritas Jasa Keuangan?
	Pasal 88 POJK 48 Tahun 2024
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PVML, DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai LKM wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
	

	G.
	Penerapan Kebijakan Remunerasi

	27. 
	Apakah LKM telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS (jika ada), dan pegawai LKM?
	Pasal 90 POJK 48 Tahun 2024
LKM wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai LKM memuat paling sedikit:
a. struktur remunerasi paling sedikit:
1. skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; dan
2. komponen remunerasi; dan
b. metode dan mekanisme penetapan remunerasi.
	

	28. 
	Apakah LKM telah menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS (jika ada), dan pegawai LKM?
	Pemberian remunerasi dengan memperhatikan:
a. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban LKM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan;
b. prestasi kerja individual;
c. kewajaran dengan LKM dan/atau level jabatan yang setara (peer group).
	

	29. 
	Apakah LKM telah menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah kepada Otoritas Jasa Keuangan?
	Cukup Jelas.
	

	H.
	Keterbukaan Informasi

	30. 
	Apakah LKM telah memiliki prosedur dan tata cara mengenai pengungkapan keterbukaan informasi dan hal penting lainnya?
	Pasal 94 dan Pasal 95 POJK 48 Tahun 2024
a. Prosedur penggunaan data konsumen LKM dalam rangka transparansi informasi;
b. Pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris
c. Transaksi material dengan pihak berafiliasi;
d. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin terjadi;
e. Informasi material lain mengenai LKM.
	

	31. 
	Apakah LKM telah mengungkapkan keterbukaan informasi dan hal penting lainnya?
	Cukup Jelas.
	

	32. 
	Apakah pengangkatan, pemberhentian atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS telah mengedepankan kepentingan utama dari LKM?
	Pasal 16, Pasal 36 POJK 48 Tahun 2024
Pengangkatan dan/atau penggantian Direksi dan Dewan Komisaris mengedeoankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
	

	33. 
	Apakah LKM telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan?
	Transparansi kondisi keuangan melalui penyampaian laporan keuangan dan surat pernyataan Direksi terkait integritas pelaporan keuangan 
	

	34. 
	Apakah LKM telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait keterbukaan informasi dan hal penting lainnya?
	Cukup Jelas.
	

	I.
	Etika Bisnis

	35. 
	Apakah LKM telah menyusun pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi Organ LKM dan seluruh pegawai LKM?
	Pasal 97 POJK 48 Tahun 2024
LKM wajib menyusun pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi Organ LKM dan seluruh pegawai LKM.
	

	36. 
	Apakah LKM telah menghindari praktik yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat dalam penyelengaraan kegiatan usahanya? 
	Pasal 98 dan Pasal 99 POJK 48 Tahun 2024
a. LKM telah menghindari perilaku yang berpotensi mendatangkan keuntungan secara tidak wajar bagi LKM
b. Direksi, Dewan komisaris dan atau pegawai telah secara aktif telah menghindari penerimaan sesuatu untuk kepentingan pribadinya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait kegiatan usaha LKM?

	

	37. 
	Apakah LKM telah memenuhi ketentuan tidak melanggar pedoman tentang perilaku etis, termasuk nilai etika berusaha dalam melakukan kegiatan usaha?
	Cukup Jelas
	

	J.
	Kebijakan Pembiayaan

	38. 
	Apakah LKM telah memiliki kebijakan dan prosedur penyaluran pembiayaan secara tertulis dengan memperhatikan aspek kahati-hatian yang telah ditetapkan oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris?
	Pasal 101 POJK 48 Tahun 2024
Kebijakan dan prosedur penyaluran pembiayaan memuat:
a. Kebijakan persetujuan pembiayaan;
b. Dokumentasi dan administrasi pembiayaan;
c. Pengawasan pembiayaan termasuk kualitas pembiayaan yang disalurkan 
d. Penyelesaian pembiayaan bermasalah
	

	39. 
	Apakah LKM secara berkelanjutan menerapakan kebijakan prosedur dalam rangka penyaluran pembiayaan?
	LKM secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan dan prosedur penyaluran pembiayaan agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
	

	40. 
	Apakah LKM telah menyalurkan pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati hatian dan prinsip penerapan manajemen risiko?
	Cukup Jelas
	

	41. 
	Apakah pinjaman yang disalurkan oleh LKM tidak melebihi batas yang telah diatur POJK?
	Pasal 104 dan 105 POJK 41 Tahun 2024
a. LKM dilarang menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan melebihi batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan pada saat penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
b. Batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas untuk 1 (satu) nasabah.
c. Batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas untuk 1 (satu) nasabah jika memenuhi ketentuan paling sedikit:
1) nasabah memiliki rekam jejak yang baik pada LKM yang bersangkutan; dan 
2) penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan disertai dengan agunan atau penjaminan kredit/asuransi kredit
	

	K.
	Bagi LKM Skala Usaha Menengah dan LKM Skala Usaha Besar

	
	Rencana Bisnis 

	42. 
	Apakah Rencana bisnis LKM telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris?
	Pasal 145 POJK 41 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah di POJK Perubahan POJK 41
a. Rencana bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
b. Cakupan rencana bisnis paling sedikit memuat: 
1) ringkasan eksekutif; 
2) evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya; 
3) visi, misi, dan strategi bisnis; 
4) kebijakan dan rencana manajemen; dan 
5) informasi lainnya
	

	43. 
	Apakah Direksi telah secara konsisten menjalankan rencana bisnis yang telah disusun?
	Cukup jelas
	

	44. 
	Apakah Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan secara aktif terhadap implementasi rencana bisnis?
	Cukup jelas
	

	45. 
	Apakah LKM telah menyampaikan Laporan terkait rencana bisnis (rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis) kepada OJK?
	Pasal 145 dan Pasal 145C POJK 41 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah di POJK Perubahan POJK 41
a. LKM skala usaha menengah dan LKM skala usaha besar wajib menyusun dan menyampaikan rencana bisnis setiap tahunnya paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana bisnis dimulai.
b. LKM wajib menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan batas waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir.
c. Laporan realisasi rencana bisnis meliputi:
1) penjelasan mengenai pencapaian rencana bisnis;
2) tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis;
3) rasio keuangan dan pos tertentu; dan
4) informasi lainnya.
	

	46. 
	Apakah target dalam rencana bisnis yang disusun telah tercapai?
	Cukup Jelas.
	

	
	Auditor Eksternal (LKM skala menengah dari total aset di atas Rp7.500.000.000 dan menghimpun dana masyarakat sampai LKM skala besar)

	47. 
	Apakah LKM telah menunjuk auditor eksternal sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan?
	Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunanaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
RUPS wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.
	

	48. 
	Apakah LKM telah melaporkan hasil audit akuntan publik atau KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu?
	Pasal 140 POJK 41 Tahun 2024
· LKM skala usaha besar,
· LKM skala usaha menengah yang mempunyai total aset di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk Simpanan,
menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku terakhir.
	

	L.
	Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (LKM Skala usaha besar Dengan Total Aset Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar) ke atas)

	49. 
	Apakah LKM telah menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disusun oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris?
	Pasal 4 POJK Nomor 51/POJK.03/2017 
LJK wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I POJK 51 Tahun 2017
	

	50. 
	Apakah LKM telah melaksanakan rencana aksi keuangan berkelanjutan secara efektif?
	Cukup Jelas.
	

	51. 
	Apakah LKM telah menyampaikan laporan terkait penerapan keuangan  berkelanjutan (rencana aksi, realisasi rencana aksi, dan sustainability report) kepada Otoritas Jasa Keuangan?
	Pasal 4 POJK Nomor 51/POJK.03/2017
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuanganpada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis bagi LJK yang diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah
	

	M.
	Penerapan Fungsi Kepatuhan (khusus bagi LKM skala usaha besar)

	52. 
	Apakah anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pembiayaan, fungsi pemasaran, dan fungsi keuangan dan akuntansi?
	Pasal 79 POJK 48 Tahun 2024
PVML wajib memastikan bahwa anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pembiayaan, fungsi pemasaran, dan fungsi keuangan dan akuntansi.
	

	53. 
	Apakah LKM telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan?
	Cukup Jelas.
	

	54. 
	Apakah Direksi LKM yang membawahi fungsi Kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha LKM agar memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang LKM dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya?
	a. kebijakan dan pedoman internal LKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini;
b. Direksi tidak menetapkan kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengkaji ulang tata cara atau prosedur pengambilan keputusan oleh manajemen;
d. menindaklanjuti penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi dengan melaporkan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan; dan
memastikan penyelesaian komitmen oleh Direksi dan satuan kerja atau unit kerja terkait.
	

	55. 
	Apakah LKM telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan?
	Cukup Jelas
	

	56. 
	Apakah LKM telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu?
	Seluruh laporan yang wajib disampaikan oleh LKM baik itu laporan berkala atau insidental sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan LKM untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	

	N.
	Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

	57. 
	Apakah LKM telah memiliki DPS sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan?
	POJK 41 Tahun 2024
a. Pasal 27 ayat 1, persyaratan DPS sebagaimana persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris (lihat kriteria pertanyaaan nomor 1)
b. Pasal 30 ayat (2) DPS diangkat dalam RUPS berdasarkan rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah atau sertifikasi pelatihan DPS dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah
	

	58. 
	Apakah DPS telah melaksanakan fungsi pemantauan dan memastikan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dalam pelaksanaan kegiatan usaha LKM?
	POJK 41 Tahun 2024 
a. Pasal 30 ayat (4) pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usaha LKM sesuai dengan Prinsip Syariah.
b. Pasal 30 ayat (5) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan dalam bentuk:
1) mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang telah ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah;
2) menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM; dan
3) mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan pernyataan keselarasan syariah kepada lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah
	

	59. 
	Apakah DPS telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS atau Rapat Anggota?
	Cukup Jelas.
	

	60. 
	Apakah LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah telah mengacu kepada fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, termasuk penggunaan akad berdasarkan prinsip syariah?
	Cukup Jelas.
	

	61. 
	Apakah LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah melaksanakan fungsi sosial melaui pengelolaan dan penyaluran dana sosial (zakat, wakaf, infaq dan sadaqah) sesuai dengan Prinsip Syariah  dan ketentuan peraturan perundang-undangan?
	Cukup Jelas.
	



Tabel VII.C: Kertas Kerja Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik Bagi LKM
1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemegang Saham dan RUPS
a. PSP
	No.
	NIK*)
	Nama
	Tanggal Disetujui Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
	Nomor Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
	Asal Negara
	Kewarganegaraan*)
	Domisili
	Tugas dan Wewenang

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 dst
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*) NIK dan Kewarganegaraan hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diisi hanya bagi PSP perseorangan.

b. Pemegang Saham
	No.
	NIK*)
	Nama
	Asal Negara
	Kewarganegaraan*)
	Domisili
	Tugas dan Wewenang

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Dst
	 
	 
	 
	 
	 


*) NIK dan Kewarganegaraan hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diisi hanya bagi PSP perseorangan.

c. RUPS
	No.
	Tanggal
	Jumlah Peserta
	Topik/Materi Pembahasan

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	dst 
	 
	 



2. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Direksi dan Dewan Komisaris
a. Direksi
	No.
	NIK*)
	Nama
	Jabatan
	Tgl. Disetujui Hasil PKK/Wawancara
	No. Hasil PKK
	Tgl. Pengangkatan RUPS
	Masa Jabatan
	Kewarganegaraan
	Domisili
	Riwayat Kerja 5 Tahun Terakhir
	Pendidikan
	Gelar Profesi
	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang**)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*)  NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
**) Diisi dengan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi PVML.


- Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris***) -


***) 	Tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola yang Baik tahun sebelumnya.

b. Dewan Komisaris 
	No.
	NIK*)
	Nama
	Jabatan
	Tgl. Disetujui Hasil PKK/Wawancara
	No. Hasil PKK
	Tgl. Pengangkatan RUPS
	Masa Jabatan
	Kewarganegaraan
	Domisili
	Riwayat Kerja 5 Tahun Terakhir
	Pendidikan
	Gelar Profesi
	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang**)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*)  NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
**) 	Diisi dengan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris PVML, termasuk Komisaris Independen (jika ada)


- Rekomendasi kepada Direksi -




3. Penerapan Manajemen Risiko
a. Penerapan Manajemen Risiko
1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS

-Uraian singkat contoh memastikan bahwa PVML menerapkan Tata Kelola yang Baik-



2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko


-Uraian singkat-



3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko


-Uraian singkat-



4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh


-Uraian singkat-




b. Penerapan Program 	Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
	No.
	Penanggung Jawab
	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi

	
	
	



c. Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi dalam Menangani dan Menyelesaikan Pengaduan yang Diajukan Konsumen
	No.
	Penanggung Jawab
	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi

	
	
	



4. Penerapan Strategi Antifraud
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)
	Jumlah Penyimpangan Internal*) 
(Dalam 1 Tahun)
	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh

	
	Anggota Direksi
	Anggota Dewan Komisaris
	DPS
	Pegawai Tetap
	Pegawai Tidak Tetap

	
	Tahun
Sebelum- nya
	Tahun Laporan
	Tahun
Sebelum- nya
	Tahun Laporan
	Tahun
Sebelum- nya
	Tahun Laporan
	Tahun
Sebelum- nya
	Tahun Laporan
	Tahun
Sebelum- nya
	Tahun Laporan

	Total Fraud
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Telah Diselesaikan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dalam Proses Penyelesaian**)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Belum Diupayakan Penyelesaian-
nya***)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Telah ditindaklanjuti Melalui Proses
Hukum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*)	LKM harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh LKM. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.
**) 	Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.
***) 	Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

5. Penerapan Fungsi Audit Internal
a. Keberadaan dan Pelaksanaan Fungsi Audit Internal

-Uraian singkat pihak yang melaksanakan fungsi audit internal/pengawasan internal, dasar penugasannya, serta mekanisme pelaksanaannya di LKM-



b. Pedoman dan Tata Tertib Kerja

-Uraian ketersediaan pedoman, SOP, atau ketentuan internal yang mengatur pelaksanaan fungsi audit internal/pengawasan internal-

c. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal

-Uraian cakupan, frekuensi, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap aktivitas utama, risiko, dan kepatuhan LKM-



d. Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut

-Uraian hasil pengawasan yang telah dilakukan, temuan penting, serta mekanisme dan status tindak lanjut atas temuan tersebut-



e. Peran dalam Pengendalian Internal dan Pencegahan Fraud

- Uraian bagaimana fungsi audit/pengawasan internal berkontribusi dalam memperkuat pengendalian internal, mitigasi risiko, serta pencegahan dan deteksi fraud-





6. Penanganan Benturan Kepentingan
Contoh benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi adalah pembelian aset perusahaan dan/atau penyaluran Pembiayaan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pegawai LKM.

	No.
	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan 
	Pengambil Keputusan
	Jenis Transaksi
	Nilai Transaksi (satuan Rupiah penuh)
	Keterangan**)

	
	NIK*)
	Nama
	Jabatan
	NIK*)
	Nama
	Jabatan
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dst.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*)	NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
**)	Keterangan diisi dengan:
· kesesuaian	 dan/atau	 ketidaksesuaian	 transaksi 	dengan ketentuan internal;
· menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan pengambil keputusan; dan
· bentuk tindak lanjut penanganan Benturan Kepentingan yang ditemukan.

7. Penerapan Kebijakan Remunerasi
a. Remunerasi dalam Bentuk Non Natura, Termasuk Gaji dan Penghasilan Tetap Lainnya, Antara Lain Tunjangan (Benefit), Kompensasi Berbasis Saham, Tantiem dan Bentuk Remunerasi Lainnya


-Uraian singkat-




b. Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura/Non Natura yaitu Penghasilan Tidak Tetap Lainnya, termasuk Tunjangan untuk Perumahan, Transportasi, Asuransi Kesehatan dan Fasilitas Lainnya


-Uraian singkat-




c. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS (jika ada) yang Ditetapkan RUPS dalam 1 (Satu) Tahun


-Uraian singkat-




d. Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Seluruh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS (jika ada) Paling Sedikit mencakup Jumlah Anggota Direksi, Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota DPS, dan Jumlah Seluruh Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain dalam 1 (Satu) Tahun


-Uraian singkat-




	Jumlah yang Diterima dalam Satu Tahun 
(Jutaan Rupiah)
	Jumlah 
Anggota
	Nominal Remunerasi*)
	Nominal Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura**)

	Direksi
	
	
	

	
	
	
	

	Dewan
Komisaris
	
	
	

	
	
	
	

	DPS
	
	
	

	
	
	
	


Keterangan:
*) 	Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura
**) 	Perumahan, trasportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.


e. Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Seluruh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS (jika ada) Paling Sedikit mencakup Jumlah Anggota Direksi, Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota DPS, dan Jumlah Seluruh Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain dalam 1 (Satu) Tahun yang Dikelompokkan Sesuai Tingkat Penghasilan
	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun secara Tunai
	Jumlah Direksi
	Jumlah Dewan Komisaris
	Jumlah DPS

	>Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)
	
	
	

	>Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) s.d.
Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)
	
	
	

	>Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) s.d. Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
	
	
	

	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah
	
	
	





-Uraian singkat-




f. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai PVML pada bulan terakhir tahun pelaporan.
	Keterangan*)
	Perbandingan**)

	
	(a/b)

	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)
	

	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)
	

	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)
	

	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)
	

	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)
	


*)	Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.
**)	Contoh perhitungan perbandingan rasio gaji 
Gaji pegawai yang tertinggi = Rp200.000.000,00 
Gaji pegawai yang terendah = Rp50.000.000,00 
Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dengan terendah (dilaporkan dalam pecahan terkecil)


8. Keterbukaan Informasi
a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada LKM
	No.
	NIK*)
	Jabatan
(Direksi/Dewan Komisaris)
	Nama Anggota Direksi atau Dewan Komisaris
	Nominal (Rp)
	Persentase Kepemilikan (%)
	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	
	
	
	


*)  NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

b. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
	No.
	NIK*)
	Jabatan
(Direksi/Dewan Komisaris)
	Nama Anggota Direksi atau Dewan Komisaris
	Nama Perusahaan Lain**)
	Nominal (Rp)
	Persentase Kepemilikan (%)
	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	dst
	
	
	
	
	
	
	
	


*) 	NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
**) 	Dalam hal perusahaan lain merupakan PVML lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan masing-masing PVML.

c. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada LKM
	No.
	NIK*)
	Jabatan
(Direksi/Dewan Komisaris)
	Nama Anggota
Direksi
	Hubungan Keuangan**)

	
	
	
	
	Anggota Direksi
	Anggota Dewan Komisaris
	DPS
	Pemegang Saham
	Pegawai

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	dst.
	
	
	
	
	
	
	
	


*)  	NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
**) 	-   Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat 
berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”. 
- Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,). 
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

d. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada LKM
	No.
	NIK*)
	Jabatan
(Direksi/Dewan Komisaris)
	Nama Anggota
Direksi
	Hubungan Keluarga**)

	
	
	
	
	Anggota Direksi
	Anggota Dewan Komisaris
	DPS
	Pemegang Saham
	Pegawai

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	dst.
	
	
	
	
	
	
	
	


*)  	NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
**) 	 - 	Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
· Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
· Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”

e. Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
	No.
	Jenis Remunerasi 
(Dalam 1 Tahun)
	Direksi
	Dewan Komisaris

	
	
	Jumlah Orang
	Jumlah Keseluruhan (Rp)
	Jumlah Orang
	Jumlah Keseluruhan (Rp)

	1.
	Gaji*)
	
	
	
	

	2.
	Tunjangan
	
	
	
	

	3.
	Tantiem
	
	
	
	

	4.
	Kompensasi berbasis saham
	
	
	
	

	5.
	Remunerasi lainnya**)
	
	
	
	

	Total Remunerasi
	
	
	
	

	Jenis Fasilitas Lain
	
	
	
	

	1.
	Perumahan
	
	
	
	

	2.
	Transportasi
	
	
	
	

	3.
	Asuransi kesehatan
	
	
	
	

	4.
	Fasilitas lainnya***)
	
	
	
	

	Total Fasilitas Lain
	
	
	
	

	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain
	
	
	
	


*)   Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta keluarga.
**) Remunerasi lainnya bagi pengurus PVML dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Pengungkapan Hal-Hal Penting Lainnya
a. Transaksi Material dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi
	No.
	Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi
	Pengambil Keputusan
	Jenis Transaksi
	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)
	Keterangan**)

	
	NIK*)
	Nama
	Jabatan
	NIK*)
	Nama
	Jabatan
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dst.
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*)	NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
**)	Keterangan diisi dengan:
· Kesesuaian	 dan/atau	 ketidaksesuaian	 transaksi 	dengan ketentuan internal; dan
· Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan pengambil keputusan.

b. Informasi Material Lain mengenai LKM yang Terkait dengan Tata Kelola yang Baik
1) Perubahan Susunan Anggota Direksi, Pengelola, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS (jika ada)
Perubahan Susunan Anggota Direksi, Pengelola, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS (jika ada) mencakup pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri bagi anggota Direksi, pengelola, anggota Dewan Komisaris, dan DPS.
· Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, pengelola, anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:


	No.
	Nama
	Jabatan (Direksi/Dewan Komisaris/Pengelola/DPS)*
	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS
	Tanggal Pemberhentian, Penggantian, dan/atau Pengunduran Diri oleh RUPS
	Alasan Pemberhentian, Penggantian, dan/atau Pengunduran Diri

	1.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 

	dst.
	 
	 
	 
	 
	 


*) Dalam hal jabatan adalah Direksi Utama atau Komisaris Utama maka dituliskan lengkap sesuai jabatan

2) Pengunduran Diri atau Pemberhentian Komisaris Independen
	No.
	Nama
	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS
	Tanggal Pengunduran Diri atau Pemberhentian oleh RUPS
	Alasan Pengunduran Diri dan/atau Pemberhentian oleh RUPS

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 

	dst.
	 
	 
	 
	 



3) Pelatihan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan DPS
	No.
	Nama
	Jabatan (Direksi/Dewan Komisaris/DPS)*
	Workshop/Training/Seminar
	Tanggal
	Penyelenggara - Tempat

	1.
	 
	
	 
	 
	 

	2.
	 
	
	 
	 
	 

	dst.
	 
	
	 
	 
	 


*) Dalam hal jabatan adalah Direksi Utama atau Komisaris Utama maka dituliskan lengkap sesuai jabatan
4) Rangkap Jabatan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan DPS
	No.
	Nama
	Posisi di LKM (Direksi/Dewan Komisaris/DPS)*
	Posisi di Perusahaan Lain
	Nama Perusahaan Lain yang Dimaksud
	Bidang Usaha

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	dst.
	 
	 
	 
	 
	 


*) Dalam hal jabatan adalah Direksi Utama atau Komisaris Utama maka dituliskan lengkap sesuai jabat

5) Frekuensi Rapat yang Diselenggarakan dalam 1 (Satu) Tahun
a. Rapat Direksi/Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris/Rapat Dewan Komisaris
	No.
	Rapat Direksi/
Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris/
Rapat Dewan Komisaris
	Tanggal Rapat
	Jumlah Peserta
	Topik/Materi Pembahasan

	1
	
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 

	Dst.
	
	
	
	



b. Kehadiran dalam Rapat Direksi/Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris/Rapat Dewan Komisaris
	No.
	Nama
	Jabatan (Direksi/Dewan Komisaris)
	Rapat Direksi/
Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris/
Rapat Dewan Komisaris *
	Jumlah Kehadiran Fisik
	Jumlah Kehadiran Sarana Media Elektronik
	Tingkat Kehadiran (%) **
	Alasan Ketidakhadiran

	1
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	dst.
	 
	
	
	 
	 
	 
	


*) – Jabatan Direksi hanya dapat menghadiri Rapat Direksi atau Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris 
– Jabatan Dewan Komisaris hanya dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris
**) Tingkat Kehadiran=



c. Rapat DPS Bersama Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif (Diisi jika LKM menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah)
	No.
	Tanggal Rapat
	Jumlah Peserta
	Topik/Materi Pembahasan

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	dst
	
	
	


Kehadiran DPS Bersama Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau Pimpinan UUS
	No.
	Nama
	Jumlah Kehadiran Fisik
	Jumlah Kehadiran Sarana Media Elektronik
	Tingkat Kehadiran (%) *
	Alasan Ketidakhadiran

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 dst
	 
	 
	 
	 


*)  Tingkat Kehadiran=


6) Permasalahan Hukum
	Permasalahan Hukum
	Jumlah (Satuan)

	
	Perdata
	Pidana

	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
	
	

	Dalam Proses Penyelesaian
	
	

	Total
	
	


LKM harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh LKM.

7) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan LKM yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

-Uraian singkat mengenai informasi material keuangan dan nonkeuangan yang belum diungkapkan pada bagian laporan lainnya, contohnya: pengungkapan transparansi tentang jasa pembiayaan yang disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promosi lainnya serta dalam website LKM, transparansi tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada Debitur -


8) Rencana Kerja

-Uraian singkat mengenai rencana kerja LKM dalam periode 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan-



9) Rencana Anggaran Tahunan




-Uraian singkat-



9. Penerapan Etika Bisnis sesuai Pedoman
-Uraian singkat penerapan pedoman etika bisnis di LKM, termasuk nilai-nilai etika yang menjadi pedoman bagi pengurus, pengelola, pengawas, dan pegawai, upaya pencegahan benturan kepentingan serta praktik yang tidak sehat, dan kepatuhan terhadap pedoman etika dalam pelaksanaan kegiatan usaha -


10. Kebijakan Pembiayaan 
· Uraian singkat kebijakan dan prosedur penyaluran Pembiayaan yang diterapkan LKM, termasuk proses persetujuan Pembiayaan, dokumentasi dan administrasi, pemantauan kualitas Pembiayaan, penyelesaian Pembiayaan bermasalah, penerapan prinsip kehati-hatian, evaluasi kebijakan secara berkala, serta kepatuhan terhadap batas maksimum penyaluran Pembiayaan -








11. Bagi LKM Skala Usaha Menengah dan LKM Skala Usaha Besar
a. Rencana Bisnis


-Uraian singkat penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pencapaian rencana bisnis LKM selama tahun pelaporan, termasuk persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas, evaluasi realisasi, serta penyampaian laporan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku-


b. Auditor Eksternal (LKM skala menengah dari total aset di atas Rp7.500.000.000 dan menghimpun dana masyarakat sampai LKM skala besar)
-Uraian singkat pelaksanaan audit eksternal pada LKM dan kepatuhan LKM terhadap ketentuan, termasuk penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik (jika diwajibkan), cakupan audit yang dilakukan, penyampaian hasil audit kepada OJK, serta tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan-


Kantor Akuntan  Publik  yang  Melakukan  Audit  Laporan Keuangan Perusahaan Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir
	Tahun
	Kantor Akuntan Publik
	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran
di Otoritas Jasa Keuangan
	Biaya Auditor Ekternal

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Pengunduran Diri atau Pemberhentian Auditor Eksternal
	No.
	Nama
	Jabatan
	Tanggal Pengangkatan
	Tanggal Pengunduran Diri/Pemberhentian
	Alasan Pengunduran Diri dan/atau Pemberhentian

	1.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 

	dst.
	 
	 
	 
	 
	 



12. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (LKM Skala usaha besar dengan total Aset Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar) ke atas)

-Uraian singkat enyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan penerapan keuangan berkelanjutan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan LKM sesuai skala usaha dan ketentuan yang berlaku-



Tambahan Bagi LKM Skala Usaha Besar
13. Penerapan Fungsi Kepatuhan
a. Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan


-Uraian singkat-


b. Pedoman Kerja, Sistem, dan Prosedur Kepatuhan

-Uraian singkat-


c. Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

-Uraian singkat fungsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kepatuhan dalam memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan-




14. Kepatuhan Terhadap Syariah
a. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS
	No.
	NIK*)
	Nama
	Jabatan
	Tanggal Disetujui Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
	Nomor Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS
	Masa Jabatan
	Kewarganegaraan
	Domisili
	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang**)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dst.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
**) Diisi dengan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS LKM.
b. Pemantauan Kepatuhan Syariah
	No.
	Aspek yang dipantau
	Hasil Pemantauan
	Rekomendasi DPS
	Tindak Lanjut LKM

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 

	dst.
	 
	 
	 
	 


c. Kepatuhan Kegiatan Usaha terhadap Prinsip Syariah
	No.
	Produk/Jasa
	Akad yang Digunakan
	Keseusaian dengan Fatwa Syariah (Ya/Tidak)
	Keterangan

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 

	dst.
	 
	 
	 
	 


d. Pelaksanaan Fungfsi Sosial

-Uraian singkat mengenai pelaksanaan fungsi sosial LKM Syariah, termasuk penghimpunan, pengelolaan, dan/atau penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, atau dana sosial lainnya sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.-

FORMAT VIII 
PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR MANAJEMEN –
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO LKM



Tabel VIII.1.A: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit
	Parameter atau Indikator
	Keterangan

	1. Strategi penyaluran pembiayaan
	a. Strategi dan produk pembiayaan
	Yang dimaksud dengan strategi dan produk adalah strategi saat ini dan/atau perubahan strategi penyaluran pembiayaan dan/atau pemasaran produk yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko kredit di LKM.

	
	b. Proses penyaluran pembiayaan, tingkat kompetisi, dan tingkat pertumbuhan aset
	Tingkat kompetisi yang tinggi dan pertumbuhan aset yang agresif umumnya dapat mendorong strategi penyaluran pembiayaan yang agresif. Semakin agresif strategi penyaluran pembiayaan akan semakin tinggi tingkat risiko inheren yang dihadapi LKM apabila tidak diiringi standar penyaluran pembiayaan yang memadai.

	
	c. Signifikansi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh LKM secara tidak langsung
	Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh LKM secara tidak langsung, antara lain penyaluran pembiayaan bekerja sama dengan pihak ketiga melalui skema pembiayaan penerusan pada saat LKM bertindak sebagai pemilik dana. Signifikansi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh  Lembaga Keuangan Mikro secara tidak langsung dapat dinilai melalui perhitungan sebagai berikut:
Perbandingan outstanding piutang pembiayaan penerusan dengan total outstanding piutang pembiayaan:




	2. Kualitas piutang pembiayaan dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 
	a. Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah 
	1) Bagi Lembaga Keuangan Mikro:


2) Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan UUS:


Keterangan: 
Piutang pembiayaan/aset produktif berkualitas rendah adalah seluruh aset yang dimiliki oleh LKM dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	b. Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah netto
	1) Bagi   Lembaga Keuangan Mikro:


2) Bagi  Lembaga Keuangan Mikro Syariah:


	
	c. Rasio pembiayaan yang direstrukturisasi
	1) Bagi  Lembaga Keuangan Mikro:


2) Bagi  Lembaga Keuangan Mikro Syariah:


Keterangan: 
Piutang pembiayaan/aset produktif yang direstrukturisasi adalah seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang telah direstrukturisasi.

	
	d. Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan
	1) Bagi  Lembaga Keuangan Mikro:


2) Bagi  Lembaga Keuangan Mikro Syariah:




	
	e. Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan yang direstrukturisasi
	1) Bagi  Lembaga Keuangan Mikro:


2) Bagi  Lembaga Keuangan Mikro Syariah:


	
	f. Rasio piutang pembiayaan bermasalah per sektor ekonomi terhadap total piutang pembiayaan per sektor ekonomi.
	1) Bagi  Lembaga Keuangan Mikro:


2) Bagi  Lembaga Keuangan Mikro Syariah:


	
	g. Rasio piutang pembiayaan bermasalah per sektor ekonomi terhadap total piutang pembiayaan bermasalah
	1) Bagi   Lembaga Keuangan Mikro:


2) Bagi  Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan UUS:


	
	h. Rasio piutang pembiayaan kepada perusahaan lain
	1) Bagi   Lembaga Keuangan Mikro:


2) Bagi  Lembaga Keuangan Mikro Syariah:



	
	i. Rasio piutang pembiayaan bermasalah kepada perusahaan lain
	1) Bagi   Lembaga Keuangan Mikro:


2) Bagi  Lembaga Keuangan Mikro Syariah:




	3. Faktor eksternal 
	a. Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang mempengaruhi tingkat suku bunga, nilai tukar, siklus usaha debitur, dan faktor eksternal lainnya, yang berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman.
	Cukup jelas.

	
	b. Perubahan kebutuhan terhadap objek pembiayaan, contohnya: kendaraan bermotor, alat berat, dan/atau alat elektronik.
	Cukup jelas.




Tabel VIII.1.B: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

	Peringkat
	Definisi Peringkat

	Peringkat 1 (Rendah)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan  Lembaga Keuangan Mikro, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko kredit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik  Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:/
a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat rendah; 
b. eksposur penyaluran pembiayaan terdiversifikasi sangat baik; 
c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat baik; 
d. strategi penyaluran pembiayaan atau business model perusahaan tergolong sangat stabil; dan 
e. portofolio penyaluran pembiayaan relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

	Peringkat 2 (Sedang Rendah)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan  Lembaga Keuangan Mikro, kemungkinan kerugian yang dihadapi  Lembaga Keuangan Mikro dari risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik  Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:
a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang rendah; 
b. eksposur penyaluran pembiayaan terdiversifikasi dengan baik; 
c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang baik; 
d. strategi penyaluran pembiayaan atau business model perusahaan tergolong relatif stabil; dan 
e. portofolio penyaluran pembiayaan kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

	Peringkat 3 (Sedang)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan  Lembaga Keuangan Mikro, kemungkinan kerugian yang dihadapi  Lembaga Keuangan Mikro dari risiko kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik  Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:
a. ﻿portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang cukup tinggi; 
b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang cukup signifikan; 
c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang kurang baik; 
d. strategi penyaluran pembiayaan atau business model perusahaan secara umum tergolong cukup stabil; dan 
e. portofolio penyaluran pembiayaan cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

	Peringkat 4 (Sedang Tinggi)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan  Lembaga Keuangan Mikro, kemungkinan kerugian yang dihadapi  Lembaga Keuangan Mikro dari risiko kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. 
Contoh karakteristik  Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:
a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang tinggi; 
b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang signifikan; 
c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang buruk;
d. terdapat perubahan yang signifikan pada strategi penyaluran pembiayaan atau business model Perusahaan; dan 
e. portofolio penyaluran pembiayaan terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

	Peringkat 5 (Tinggi)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan  Lembaga Keuangan Mikro, kemungkinan kerugian yang dihadapi  Lembaga Keuangan Mikro dari risiko kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik  Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:
a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat tinggi; 
b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang sangat signifikan; 
c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat buruk;
d. terdapat perubahan yang sangat signifikan pada strategi penyaluran pembiayaan atau business model Perusahaan; dan 
e. portofolio penyaluran pembiayaan sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.








Tabel VIII.1.C: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit	

	Peringkat
	Definisi Peringkat

	Peringkat 1 (Kuat)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.
Contoh karakteristik  Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sangat
memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit
independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang
jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;
f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;
g. strategi pembiayaan sangat baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko kredit (risk tolerance);
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;
i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;
j. proses penyaluran pembiayaan secara umum sangat memadai mulai dari proses analisis pembiayaan hingga penanganan aset bermasalah;
k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (credit risk grading) sangat baik;
l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (financing review) yang independen dan berjalan dengan baik;
m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
n. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;
o. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;
p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
q. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan
r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.

	Peringkat 2 (Agak kuat)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
Contoh karakteristik  Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis
secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;
f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;
g. strategi pembiayaan baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko kredit (risk tolerance);
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;
i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;
j. proses penyaluran pembiayaan baik, terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah;
k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (credit risk grading) baik;
l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (financing review) yang independen, tetapi terdapat kelemahan minor meskipun tidak mengganggu proses secara keseluruhan;
m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit baik termasuk pelaporan risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;
n. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;
o. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;
p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
q. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan
r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.

	Peringkat 3 (Cukup)


	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.
Contoh karakteristik  Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:
a. 	perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) cukup
memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran
strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit cukup
kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik
tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;
d. 	pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;
g. strategi pembiayaan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko kredit (risk tolerance); 
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;
i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; 
j. proses penyaluran pembiayaan cukup baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu mendapat perhatian manajemen;
k. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (credit risk grading) cukup baik;
l. fungsi kaji ulang pembiayaan (financing review) cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen;
m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
n. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;
o. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;
p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;
q. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan
r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai. 

	Peringkat 4 (agak lemah)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera.
Contoh karakteristik  Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;
e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan perbaikan segera;
f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;
g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diabil (risk appetite) dan toleransi risiko kredit (risk tolerance);
h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;
i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;
j. proses penyaluran pembiayaan kurang baik dan terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera;
k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (credit risk grading) kurang baik;
l. kaji ulang pembiayaan (financing review) kurang baik dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;
m. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; 
n. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;
o. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit; 
p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;
q. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan
r. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai. 

	Peringkat 5 (Lemah)

	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. 
Contoh karakteristik  Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit tidak kuat atau belum ada sama sekali;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;
e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang membutuhkan perbaikan fundamental;
f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;
g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit;
h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;
i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;
j. proses penyaluran dana kurang baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera;
k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (credit risk grading) tidak baik;
l. fungsi kaji ulang pembiayaan (financing review) tidak baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;
m. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu diperbaiki segera;
n. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;
o. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;
p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;
q. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan
r. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada. 



Tabel VIII.1.D: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kredit
	
	Risiko Inheren
	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

	
	Kuat
	Agak Kuat
	Cukup
	Agak Lemah
	Lemah

	Rendah
	1
	1
	2
	3
	3

	Sedang Rendah
	1
	2
	2
	3
	4

	Sedang
	2
	2
	3
	4
	4

	Sedang Tinggi
	2
	3
	4
	4
	5

	Tinggi
	3
	3
	4
	5
	5



Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko kredit.

Tabel VIII.1.E: Kertas Kerja Penilaian Peringkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

	No
	Parameter/Indikator
	Rasio
	Nilai
	Keterangan

	
	
	
	
	
	

	1
	Strategi 
penyaluran 
pembiayaan
	Strategi dan produk pembiayaan 
	 
	
	
	

	2
	
	Proses penyaluran pembiayaan, 
tingkat kompetisi, dan tingkat 
pertumbuhan aset 
	 
	
	
	

	3
	
	Signifikansi penyaluran pembiayaan yang 
dilakukan oleh perusahaan secara tidak langsung 
	 
	
	
	

	4
	Kualitas piutang 
pembiayaan 
dan/atau 
pembiayaan 
berdasarkan 
prinsip bagi hasil 
dan kecukupan 
pencadangan
	Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah 
	
	
	
	

	5
	
	Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah netto
	
	
	
	

	6
	
	Rasio pembiayaan yang direstrukturisasi 
	
	
	
	

	7
	
	Rasio piutang pembiayaan yang 
direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan 
dalam perhatian khusus terhadap total 
piutang pembiayaan 
	
	
	
	

	8
	
	Rasio piutang pembiayaan yang 
direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan 
dalam perhatian khusus terhadap total 
piutang pembiayaan yang direstrukturisasi
	
	
	
	

	9
	
	Rasio piutang pembiayaan bermasalah per 
sektor ekonomi terhadap total piutang 
pembiayaan per sektor ekonomi.
	
	
	
	

	10
	
	Rasio piutang pembiayaan bermasalah per 
sektor ekonomi terhadap total piutang 
pembiayaan bermasalah 
	
	
	
	

	11
	
	Rasio piutang pembiayaan kepada 
perusahaan lain 
	
	
	
	

	12
	
	Rasio piutang pembiayaan bermasalah 
kepada perusahaan lain 
	
	
	
	

	13
	Faktor Eksternal
	Perubahan kondisi ekonomi, perubahan 
teknologi, ataupun regulasi yang 
memengaruhi tingkat suku bunga, nilai 
tukar, siklus usaha Pasangan 
Usaha/Debitur/Nasabah, dan faktor 
eksternal lainnya, yang berdampak pada 
kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman
	
	
	
	

	14
	
	Perubahan kebutuhan terhadap objek 
pembiayaan, contohnya: kendaraan bermotor, alat berat, dan.atau alat elektronik. 
	 
	
	
	




Tabel VIII.1.F: Kertas Kerja Penilaian Peringkat KPMR untuk Risiko Kredit

	No
	Nama Komponen
	Nilai
	Keterangan

	
	
	
	
	

	1
	Apakah perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk  tolerance) memadah serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan?
	
	
	

	2
	Apakah Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan?
	
	
	

	3
	Apakah budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi?
	
	
	

	4
	Apakah pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai?
	
	
	

	5
	Apakah fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit telah independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik?
	
	
	

	6
	Apakah delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik?
	
	
	

	7
	Apakah strategi pembiayaan sangat baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko kredit (risk tolerance)?
	
	
	

	8
	Apakah kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit telah memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit? Apakah kebijakan da prosededur tersebut  sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai?
	
	
	

	9
	Apakah proses manajemen risiko untuk risiko kredit sudah sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit?
	
	
	

	10
	Apakah proses penyaluran pembiayaan secara umum sangat memadai, mulai dari proses analisis pembiayaan hingga penanganan aset bermasalah?
	
	
	

	11
	Apakah sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (credit risk grading) sudah sangat baik?
	
	
	

	12
	Apakah terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (financing review) yang independen dan berjalan dengan baik?
	
	
	

	13
	Apakah sistem informasi manajemen untuk risiko kredit sudah sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS?
	
	
	

	14
	Apakah sumber daya manusia pada fungsi manajemen risiko kredit sangat memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas?
	
	
	

	15
	Apakah sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit?
	
	
	

	16
	Apakah pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi lain dilakukan dengan sangat memadai, baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS?
	
	
	

	17
	Apakah secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen?
	
	
	

	18
	Apakah tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai?
	
	
	



Tabel VIII.2.A: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

	Parameter atau Indikator
	Keterangan

	1. Kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha
	a. Ukuran, kompleksitas, dan struktur organisasi
b. Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa
c. Aksi korporasi (corporate action)
d. Pengembangan bisnis baru
e. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain (outsourcing)
f. Perubahan pola kerja yang signifikan
g. Riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses manajemen
	Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk LKM akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomatis sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional.

	2. Sumber daya manusia
	a. Penerapan manajemen sumber daya manusia
b. Kegagalan karena faktor manusia (human error)
	Manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional LKM.
Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan:
1) persentase pemenuhan sumber daya manusia pada struktur organisasi;
2) tingkat perputaran pegawai (turn over); dan
3) penganggaran dan realisasi biaya pendidikan dan pelatihan terhadap anggaran sumber daya manusia.

	3. Sistem teknologi dan informasi
	a. Ketersediaan sistem teknologi informasi
b. Kompleksitas sistem teknologi informasi
c. Perubahan dalam sistem teknologi informasi
d. Kemapanan sistem teknologi informasi.
e. Keandalan sistem informasi, termasuk infrastruktur pendukungnya, terhadap ancaman dan serangan teknologi informasi
f. Kesesuaian sistem teknologi informasi dengan kegiatan LKM
g. Kegagalan sistem teknologi informasi
	Ketersediaan teknologi informasi dapat mempermudah dan mengoptimalkan proses bisnis LKM.
Teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan/atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi Perusahaan.
Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan jumlah keterjadian gangguan sistem untuk internal dan ekternal dalam 1 (satu) tahun.




	4. Risiko kecurangan (fraud)
	a. Riwayat kecurangan (fraud) internal
b. Riwayat kecurangan (fraud) eksternal
	Penilaian fraud dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas fraud yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi fraud yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kejadian eksternal.

	5. Gangguan terhadap bisnis dan organisasi
	a. Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal
b. Lokasi dan kondisi geografis LKM

	Kejadian eksternal tersebut misalnya terorisme, kriminalitas, pandemik, dan bencana alam.
Lokasi dan kondisi geografis LKM antara lain jumlah dan signifikansi layanan di daerah rawan bencana, konflik masyarakat, kriminalitas, dan terorisme.

	6. Tingkat interaksi dan ketergantungan LKM
	a. Tingkat interaksi dan ketergantungan LKM terhadap perusahaan terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama
b. Tingkat interaksi dan ketergantungan LKM terhadap perusahaan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama
c. Dampak interaksi dan ketergantungan LKM terhadap perusahaan terafiliasi maupun perusahaan tidak terafiliasi terhadap kinerja keuangan
	Cukup jelas.




Tabel VIII.2.B: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

	Peringkat
	Definisi Peringkat

	Peringkat 1 (Rendah)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:
a. bisnis LKM memiliki karakteristik yang sangat sederhana: produk dan aktivitas tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, struktur organisasi tidak kompleks, tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan, dan penggunaan alih daya sangat minimal;
b. sumber daya manusia sangat memadai, baik dari sisi
kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan;
c. teknologi informasi sangat mapan (mature) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan sangat rendah, infrastruktur pendukung sangat
andal dalam mendukung bisnis LKM;
d. frekuensi dan materialitas fraud internal dan eksternal sangat
rendah dan kerugian yang disebabkan tidak signifikan
dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan; 
e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian
eksternal sangat rendah; dan
f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama sangat rendah.

	Peringkat 2 (Sedang Rendah)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko operasional rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik  LKM yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:
a. bisnis  LKM memiliki karakteristik yang sederhana: produk dan aktivitas relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, aksi korporasi kurang signifikan, dan penggunaan alih daya minimal;
b. sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kecukupan
kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data
historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan;
c. teknologi informasi relatif sudah matang (mature) dan tidak
terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi
informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan
atau serangan rendah, infrastruktur pendukung andal dalam
mendukung bisnis LKM;
d. frekuensi dan materialitas fraud internal dan eksternal
rendah dan kerugian yang disebabkan kurang signifikan
dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan
 LKM; 
e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian
eksternal rendah; dan
f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama rendah.

	Peringkat 3 (Sedang)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan  LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari risiko operasional tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) ini antara lain sebagai berikut:
a. bisnis LKM memiliki karakteristik yang cukup kompleks, produk dan aktivitas cukup bervariasi, mekanisme bisnis cukup kompleks, volume transaksi cukup tinggi, struktur organisasi cukup kompleks, aksi korporasi cukup signifikan, dan penggunaan alih daya cukup signifikan;
b. sumber daya manusia cukup memadai, baik dari sisi
kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan;
c. teknologi informasi menuju proses kematangan dan dapat
terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi cukup rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung cukup andal dalam mendukung bisnis LKM;
d. frekuensi dan materialitas fraud internal dan eksternal cukup
tinggi dan kerugian yang disebabkan cukup signifikan
dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan  LKM; 
e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian
eksternal cukup tinggi; dan
f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama cukup tinggi.

	Peringkat 4 (Sedang Tinggi)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari risiko operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:
a. bisnis LKM memiliki karakteristik yang kompleks, produk dan aktivitas bervariasi, mekanisme bisnis kompleks, volume transaksi tinggi, struktur organisasi kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan alih daya signifikan;
b. sumber daya manusia kurang memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas, data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan;
c. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan
signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi
informasi rentan terhadap gangguan atau serangan,
infrastruktur pendukung kurang andal dalam mendukung
bisnis LKM;
d. frekuensi dan materialitas fraud internal dan eksternal tinggi
dan kerugian yang disebabkan signifikan dibandingkan
dengan volume transaksi atau pendapatan; 
e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian
eksternal tinggi; dan
f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama tinggi.

	Peringkat 5 (Tinggi)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari risiko operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:
a. bisnis LKM memiliki karakteristik yang sangat kompleks, produk dan aktivitas sangat bervariasi, mekanisme bisnis sangat kompleks, volume transaksi sangat tinggi, struktur organisasi sangat kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan alih daya sangat tinggi;
b. sumber daya manusia tidak memadai, baik dari sisi
kecukupan kuantitas maupun kualitas, data historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan;
c. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan
sangat signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi
informasi sangat rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung tidak andal dalam mendukung
bisnis LKM;
d. frekuensi dan materialitas fraud internal dan eksternal sangat
tinggi dan kerugian yang disebabkan sangat signifikan
dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan  LKM; 
e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian
eksternal sangat tinggi; dan
f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama sangat tinggi.








Tabel VIII.2.C: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional

	Peringkat
	Definisi Peringkat

	Peringkat 1 (Kuat)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sangat
memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di  LKM;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional
independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang
jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;
f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;
g. strategi manajemen untuk risiko operasional sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;
i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;
j. business continuity management sangat andal dan sangat teruji;
k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko operasional yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
l. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;
m. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;
n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
o. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan
p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.

	Peringkat 2 (Agak kuat)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis
secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di LKM;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;
f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;
g. strategi manajemen untuk risiko operasional sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;
h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;
i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional
memadai dalam mengidentifikasi, mengukur,
memantau, dan mengendalikan risiko operasional;
j. business continuity management andal dan teruji;
k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional baik termasuk pelaporan risiko operasional kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;
l. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;
m. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;
n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
o. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan
p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.

	Peringkat 3 (Cukup)


	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:
a. 	perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) cukup
memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran
strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di LKM;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional cukup
kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik
tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;
d. 	pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;
g. strategi manajemen untuk risiko operasional cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;
i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;
j. business continuity management cukup andal;
k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
l. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;
m. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;
n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;
o. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan
p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai. 

	Peringkat 4 (agak lemah)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan tindakan korektif segera.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di LKM;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;
e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan perbaikan segera;
f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;
g. strategi manajemen untuk risiko operasional kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;
h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko-risiko operasional;
i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;
j. business continuity management kurang andal;
k. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko operasional termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; 
l. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;
m. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; 
n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;
o. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan
p. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai. 

	Peringkat 5 (Lemah)

	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. 
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di LKM;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional tidak kuat atau belum ada sama sekali;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan LKM;
e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang membutuhkan perbaikan fundamental;
f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;
g. strategi manajemen untuk risiko operasional tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;
h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional;
i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;
j. business continuity management tidak andal;
k. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko operasional;
l. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;
m. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;
n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;
o. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan
p. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada. 




Tabel VIII.2.D: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Operasional

	Risiko Inheren
	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

	
	Kuat
	Agak Kuat
	Cukup
	Agak Lemah
	Lemah

	Rendah
	1
	1
	2
	3
	3

	Sedang Rendah
	1
	2
	2
	3
	4

	Sedang
	2
	2
	3
	4
	4

	Sedang Tinggi
	2
	3
	4
	4
	5

	Tinggi
	3
	3
	4
	5
	5


Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko operasional.

Tabel VIII.2.E: Kertas Kerja Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Operasional
	No
	Parameter/Indikator
	Rasio
	Nilai
	Keterangan

	
	
	
	
	
	

	1
	Kompleksitas 
Organisasi Dan 
Kegiatan Usaha
	a. Ukuran, kompleksitas, dan struktur 
organisasi;
b. Kompleksitas proses bisnis dan keragaman 
produk/jasa;
c. Aksi korporasi (corporate action);
d. Pengembangan bisnis baru;
e. Penyerahan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan kepada pihak lain (outsourcing); 
f. Perubahan pola kerja yang signifikan;
g. Riwayat dari kegagalan proses transaksi 
atau proses manajemen 
	 
	
	
	

	2
	Sumber Daya 
Manusia 
	a. Penerapan manajemen sumber daya manusia 
b. Kegagalan karena faktor manusia (human error)
	 
	
	
	

	3
	Sistem Teknologi 
Dan Informasi 
	a. Ketersediaan sistem teknologi informasi 
b. Kompleksitas sistem teknologi informasi
c. Perubahan dalam sistem teknologi informasi
d. Kemapanan sistem teknologi informasi.
e. Keandalan sistem informasi, termasuk infrastruktur pendukungnya, terhadap ancaman dan serangan teknologi informasi
f. Kesesuaian sistem teknologi informasi dengan kegiatan LKM;
g. Kegagalan sistem teknologi informasi 
	 
	
	
	

	4
	Risiko Kecurangan 
(Fraud) 
	a. Riwayat kecurangan (fraud) internal 
b. Riwayat kecurangan (fraud) eksternal 
	 
	
	
	

	5
	Gangguan 
Terhadap Bisnis 
Dan Organisasi 
	a. Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal
b. Lokasi dan kondisi geografis LKM
	 
	
	
	

	6
	Tingkat 
Interaksi Dan 
Ketergantungan PVML 
	a. Tingkat interaksi dan ketergantungan LKM terhadap perusahaan terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama.
b. Tingkat interaksi dan ketergantungan LKM terhadap perusahaan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama.
c. Dampak interaksi dan ketergantungan LKM terhadap perusahaan terafiliasi maupun perusahaan tidak terafiliasi terhadap kinerja keuangan.
	 
	
	
	



Tabel VIII.2.F: Kertas Kerja Penilaian Peringkat KPMR untuk Risiko Operasional
	No
	Nama Komponen
	Nilai
	Keterangan

	
	
	
	
	

	1
	Apakah perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) telah sangat memadai serta sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan?
	
	
	

	2
	Apakah Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di LKM?
	
	
	

	3
	Apakah budaya manajemen risiko untuk risiko operasional sudah sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi?
	
	
	

	4
	Apakah pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS telah berjalan secara keseluruhan dengan sangat memadai?
	
	
	

	5
	Apakah fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional telah independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta telah berjalan dengan sangat baik?
	
	
	

	6
	Apakah delegasi kewenangan telah dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik?
	
	
	

	7
	Apakah strategi manajemen untuk risiko operasional telah sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional?
	
	
	

	8
	Apakah kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional telah sangat memadai, tersedia untuk seluruh area manajemen risiko operasional, sejalan dengan penerapannya, dan dipahami dengan baik oleh pegawai?
	
	
	

	9
	Apakah proses manajemen risiko untuk risiko operasional telah sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional?
	
	
	

	10
	Apakah business continuity management telah sangat andal dan sangat teruji?
	
	
	

	11
	Apakah sistem informasi manajemen untuk risiko operasional telah sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko operasional yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS?
	
	
	

	12
	Apakah sumber daya manusia pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional telah sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas?
	
	
	

	13
	Apakah sistem pengendalian internal telah sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional?
	
	
	

	14
	Apakah pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen telah sangat memadai dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS?
	
	
	

	15
	Apakah secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen?
	
	
	

	16
	Apakah tindak lanjut atas hasil kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai?
	
	
	





Tabel VIII.3.A: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

	Parameter atau Indikator

	Keterangan

	1. Komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening adminisitratif
	Current ratio
	

	2. Akses pada sumber pendanaan
	Kemampuan  memperoleh sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis.
	Penilaian antara lain difokuskan pada reputasi  untuk mempertahankan sumber pendanaan, kondisi lini kredit (credit lines), kinerja akses pada sumber pendanaan, dan dukungan perusahaan induk atau intra grup.



Tabel VIII.3.B: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas
	Peringkat
	Definisi Peringkat

	Peringkat 1 (Rendah)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan , kemungkinan kerugian yang dihadapi  dari risiko likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:
a. pemenuhan sumber pendanaan  sangat stabil; 
b. komitmen pendanaan intragrup tidak signifikan;
c. akses pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan oleh reputasi  yang sangat baik, stand by loan sangat memadai dan/atau terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.

	Peringkat 2 (Sedang Rendah)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan , kemungkinan kerugian yang dihadapi  dari risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut: 
a. pemenuhan sumber pendanaan  stabil; 
b. komitmen pendanaan intragrup kurang signifikan;
c. akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan oleh
reputasi  yang baik atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.

	Peringkat 3 (Sedang)
	Dengan memprtimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan , kemungkinan kerugian yang dihadapi  dari risiko likuiditas tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. 
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:
a. pemenuhan sumber pendanaan  cukup stabil; 
b. komitmen pendanaan intragrup cukup signifikan;
c. akses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan
oleh reputasi  yang cukup baik, stand by loan cukup memadai dan terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup. 

	Peringkat 4 (Sedang Tinggi)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan, kemungkinan kerugian yang dihadapi  dari risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:
a. pemenuhan sumber pendanaan  kurang stabil;
b. komitmen pendanaan intragrup signifikan; 
c. akses pada sumber pendanaan kurang memadai karena
reputasi Perusahaan yang kurang baik, stand by loan terbatas dan tidak terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragroup.

	Peringkat 5 (Tinggi)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan , kemungkinan kerugian yang dihadapi  dari risiko likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:
a. pemenuhan sumber pendanaan  tidak stabil; 
b. komitmen pendanaan intragrup sangat signifikan;
c. akses pada sumber pendanaan tidak memadai karena
reputasi Perusahaan memburuk, stand by loan tidak tersedia dan tidak terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.



Tabel VIII.3.C: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas
	Peringkat
	Definisi Peringkat

	Peringkat 1 (Kuat)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. 
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sangat
memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di  selain Penyelenggara LPBBTI;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas
independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang
jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;
f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;
g. strategi pengelolaan likuiditas sangat memadai, mencakups antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas, manajemen posisi dan risiko likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (Contingency Funding Plan/CFP);
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;
i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;
j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;
l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.

	Peringkat 2 
(Agak kuat)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di  selain Penyelenggara LPBBTI; 
c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;
f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;
g. strategi pengelolaan likuiditas memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas manajemen posisi dan risiko
likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (Contingency Funding Plan/CFP);
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;
i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;
j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;
k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;
l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.

	Peringkat 3 (Cukup)


	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: 
a. 	perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) cukup
memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran
strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di ; 
c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;
d. 	pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;
g. strategi pengelolaan likuiditas cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada satu atau lebih aspek pengelolaan likuiditas yang perlu mendapat perhatian manajemen;
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;
i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; 
j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;
l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;
n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai. 

	Peringkat 4 (agak lemah)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan tindakan korektif segera. 
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di LKM;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;
e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan perbaikan segera;
f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;
g. strategi pengelolaan likuiditas kurang memadai, terdapat
kelemahan pada aspek pengelolaan likuiditas yang
memerlukan perbaikan segera;
h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko likuiditas;
i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;
j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; 
k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;
l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas; 
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;
n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai. 

	Peringkat 5 (Lemah)

	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. 
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: 
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di  selain Penyelenggara LPBBTI; 
c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak kuat atau belum ada sama sekali;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;
e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang membutuhkan perbaikan fundamental;
f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;
g. strategi pengelolaan likuiditas tidak memadai, terdapat
kelemahan pada hampir seluruh aspek pengelolaan
likuiditas yang memerlukan perbaikan segera;
h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas;
i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;
j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas;
k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;
l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;
n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.



Tabel VIII.3.D: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Likuiditas

	Risiko Inheren
	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

	
	Kuat
	Agak Kuat
	Cukup
	Agak Lemah
	Lemah

	Rendah
	1
	1
	2
	3
	3

	Sedang Rendah
	1
	2
	2
	3
	4

	Sedang
	2
	2
	3
	4
	4

	Sedang Tinggi
	2
	3
	4
	4
	5

	Tinggi
	3
	3
	4
	5
	5


Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko likuiditas.



Tabel VIII.3.E: Kertas Kerja Penilaian Peringkat Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas
	No
	Parameter/Indikator
	Rasio
	Nilai
	Keterangan

	
	
	
	
	
	

	1
	Komposisi aset dan 
liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening 
adminisitratif 
	Current Ratio
	 
	
	
	

	2
	Akses pada sumber 
pendanaan
	Kemampuan PVML memperoleh sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis 
	 
	
	
	



Tabel VIII.3.F: Kertas Kerja Penilaian Peringkat KPMR untuk Risiko Likuiditas
	No
	Nama Komponen
	Nilai
	Keterangan

	
	
	
	
	

	1
	Apakah perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) telah sangat memadai serta sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan?
	
	
	

	2
	Apakah Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di PVML selain Penyelenggara LPBBTI?
	
	
	

	3
	Apakah budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas sudah sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi?
	
	
	

	4
	Apakah pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS telah berjalan secara keseluruhan dengan sangat memadai?
	
	
	

	5
	Apakah fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas telah independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta telah berjalan dengan sangat baik?
	
	
	

	6
	Apakah delegasi kewenangan telah dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik?
	
	
	

	7
	Apakah strategi pengelolaan likuiditas telah sangat memadai, mencakup strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas, manajemen posisi dan risiko likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, serta rencana pendanaan darurat (Contingency Funding Plan/CFP)?
	
	
	

	8
	Apakah kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas telah sangat memadai, tersedia untuk seluruh area manajemen risiko likuiditas, sejalan dengan penerapannya, dan dipahami dengan baik oleh pegawai?
	
	
	

	9
	Apakah proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas telah sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas?
	
	
	

	10
	Apakah sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas telah sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS?
	
	
	

	11
	Apakah sumber daya manusia pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas telah sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas?
	
	
	

	12
	Apakah sistem pengendalian internal telah sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas?
	
	
	

	13
	Apakah pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen telah sangat memadai dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS?
	
	
	

	14
	Apakah secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen?
	
	
	

	15
	Apakah tindak lanjut atas hasil kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai?
	
	
	





Tabel VIII.4.A: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

	Parameter atau Indikator
	Keterangan

	1. Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan
	a. Porsi produk  yang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi
	


	
	b. Penggunaan standar perjanjian yang belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau best practice

	



	2. Kelemahan dalam perikatan atau kerja sama
	a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian
b. Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati
c. Kompleksitas transaksi dan penggunaan istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum
d. Keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan dengan pihak ketiga
	Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh LKM merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa pada kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi perusahaan. 

	3. Proses penyelesaian sengketa
	a. Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian.
b. Penggunaan pilihan hukum dan yurisdiksi hukum dalam penyelesaian sengketa.
c. Riwayat tuntutan hukum kepada LKM.
d. Besarnya nominal gugatan dan estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh LKM  akibat dari tuntutan hukum.
e. Besarnya kerugian yang dialami oleh LKM  karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal LKM. 
f. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal LKM.
	Cukup jelas.



Tabel VIII.4.B: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

	Peringkat
	Definisi Peringkat

	Peringkat 1 (Rendah)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: 
a. tidak terdapat produk dan/atau aktivitas  yang belum diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang tidak signifikan;
b. perjanjian yang dibuat oleh LKM sangat memadai; dan 
c. tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada  LKM atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatan yang tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan  serta tidak berdampak besar terhadap reputasi LKM. 

	Peringkat 2 (Sedang Rendah)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari risiko hukum tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:
a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang kurang signifikan;
b. perjanjian yang dibuat oleh LKM memadai; dan
c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada LKM tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan  serta kurang berdampak besar terhadap reputasi LKM.  

	Peringkat 3 (Sedang)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari risiko hukum tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:
a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup signifikan;
b. perjanjian yang dibuat oleh LKM cukup memadai; dan 
c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada LKM dengan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya cukup signifikan tetapi kurang mengganggu kondisi keuangan  meskipun memiliki kemungkinan munculnya risiko reputasi bagi LKM. 

	Peringkat 4 (Sedang Tinggi)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari risiko hukum tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut: 
a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang signifikan;
b. perjanjian yang dibuat oleh LKM kurang memadai; dan
c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada LKM dan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya signifikan sehingga apabila LKM mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan perusahaan serta berdampak besar terhadap reputasi LKM.

	Peringkat 5 (Tinggi)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari risiko hukum tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:
a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang sangat signifikan;
b. perjanjian yang dibuat oleh LKM tidak memadai; dan
c. terdapat proses litigasi terhadap LKM oleh nasabah atau debitur LKM dalam frekuensi dan/atau dampak finansial yang sangat signifikan sehingga apabila LKM dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kondisi usaha LKM secara signifikan.



Tabel VIII.4.C: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum
	Peringkat
	Definisi Peringkat

	Peringkat 1 (Kuat)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: 
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sangat
memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di LKM; 
c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum
independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang
jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;
f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;
g. strategi manajemen untuk risiko hukum sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;
i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;
j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko hukum yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;
l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.

	Peringkat 2 (Agak kuat)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: 
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di LKM;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;
f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;
g. strategi manajemen untuk risiko hukum sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;
i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;
j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum baik termasuk pelaporan risiko hukum kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;
k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;
l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.

	Peringkat 3 (Cukup)


	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. 
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:
a. 	perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) cukup
memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran
strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di LKM; 
c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum cukup
kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik
tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;
d. 	pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; 
g. strategi manajemen untuk risiko hukum cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;
i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; 
j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;
l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;
n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai. 

	Peringkat 4 (agak lemah)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan tindakan korektif segera.
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di LKM;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;
e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan perbaikan segera;
f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;
g. strategi manajemen untuk risiko hukum kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);
h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum;
i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;
j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; 
k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;
l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum; 
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;
n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.

	Peringkat 5 (Lemah)

	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. 
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: 
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di LKM; 
c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum tidak kuat atau belum ada sama sekali;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan LKM; 
e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum yang membutuhkan perbaikan fundamental;
f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;
g. strategi manajemen untuk risiko hukum tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum;
i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;
j. terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum;
k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;
l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;
n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada. 



Tabel VI.F.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Hukum

	Risiko Inheren
	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

	
	Kuat
	Agak Kuat
	Cukup
	Agak Lemah
	Lemah

	Rendah
	1
	1
	2
	3
	3

	Sedang Rendah
	1
	2
	2
	3
	4

	Sedang
	2
	2
	3
	4
	4

	Sedang Tinggi
	2
	3
	4
	4
	5

	Tinggi
	3
	3
	4
	5
	5



Tabel VIII.4.E: Kertas Kerja Penilaian Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum
	No
	Parameter/Indikator
	Rasio
	Nilai
	Keterangan

	
	
	
	
	
	

	1
	Ketiadaan atau perubahan peraturan 
perundang - undangan
	Porsi produk PVML yang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi
	 
	
	
	

	2
	
	Penggunaan standar perjanjian yang belum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan atau best practice
	 
	
	
	

	3
	 Kelemahan dalam 
perikatan atau 
kerja sama 
	a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian 
b. Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati 
c. Kompleksitas transaksi dan penggunaan istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum 
d. Keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan dengan pihak ketiga
	 
	
	
	

	4
	Proses penyelesaian 
sengketa 
	a. Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian. 
b. Penggunaan pilihan hukum dan yurisdiksi hukum dalam penyelesaian sengketa. 
c. Riwayat tuntutan hukum kepada LKM. 
d. Besarnya nominal gugatan dan estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh LKM akibat dari tuntutan hukum. 
e. Besarnya kerugian yang dialami oleh LKM karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal LKM.  
f. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal LKM
	
	
	
	




Tabel VIII.4.F: Kertas Kerja Penilaian Tingkat KPMR untuk Risiko Hukum
	No
	Nama Komponen
	Nilai
	Keterangan

	
	
	
	
	

	1
	Apakah perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) telah sangat memadai serta sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan?
	
	
	

	2
	Apakah Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hkum di LKM?
	
	
	

	3
	Apakah budaya manajemen risiko untuk risiko hukum sudah sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi?
	
	
	

	4
	Apakah pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS telah berjalan secara keseluruhan dengan sangat memadai?
	
	
	

	5
	Apakah fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum telah independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta telah berjalan dengan sangat baik?
	
	
	

	6
	Apakah delegasi kewenangan telah dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik?
	
	
	

	7
	Apakah strategi Manajemen untuk Risiko hukum telah sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko?
	
	
	

	8
	Apakah kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum telah sangat memadai, tersedia untuk seluruh area manajemen risiko hukum, sejalan dengan penerapannya, dan dipahami dengan baik oleh pegawai?
	
	
	

	9
	Apakah proses manajemen risiko untuk risiko hukum telah sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum?
	
	
	

	10
	Apakah sistem informasi manajemen untuk risiko hukum telah sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko hukum yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS?
	
	
	

	11
	Apakah sumber daya manusia pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum telah sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas?
	
	
	

	12
	Apakah sistem pengendalian internal telah sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum?
	
	
	

	13
	Apakah pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen telah sangat memadai dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS?
	
	
	

	14
	Apakah secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen?
	
	
	

	15
	Apakah tindak lanjut atas hasil kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai?
	
	
	



Tabel VIII.5.A: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan
	Parameter atau Indikator
	Keterangan

	1. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan
	a. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan
yang dilakukan oleh LKM. 
b. Jumlah sanksi denda yang dikenakan kepada LKM dari otoritas. 
c. Signifikansi pelanggaran.
d. Perilaku yang mendasari pelanggaran.
e. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh LKM baik berdasarkan temuan DPS maupun otoritas.
	Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh LKM.  

Pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah di antaranya adalah pelanggaran atas fatwa yang diterbitkan oleh DSN ataupun standar-standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan syariah.

	2. Frekuensi pelanggaraan (termasuk sanksi) atau track record kepatuhan  
	a. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
b. Signifikansi pelanggaran yang sama.
	Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan  selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh LKM. 

	3. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar bisnis yang berlaku umum.
	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku umum.

	Sebagai contoh adalah pelanggaran terhadap antara lain: ketentuan perpajakan, standar akuntansi, kode etik, ataupun standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor jasa keuangan.


	4. Tindak lanjut atas pelanggaran 
	Tindak lanjut atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemenuhan atas rencana tindak (action plan) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
	Cukup jelas.



Tabel VIII.5.B: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan
	Peringkat
	Definisi Peringkat

	Peringkat 1 (Rendah)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari Risiko Kepatuhan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:
a. tidak terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. rekam jejak kepatuhan LKM selama ini sangat baik; 
c. LKM telah menerapkan seluruh standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan
d. tidak terdapat pelanggaran prinsip syariah atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan LKM.

	Peringkat 2 (Sedang Rendah)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari Risiko Kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. 
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:
a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh  LKM (kurang signifikan);
b. rekam jejak kepatuhan LKM selama ini baik;
c. LKM telah menerapkan hampir seluruh standar bisnis dan kode etik yang berlaku (terdapat pelanggaran yang kurang signifikan); dan
d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang relatif minor atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan LKM (kurang signifikan). 

	Peringkat 3 (Sedang)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari Risiko Kepatuhan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik  yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut: 
a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen;
b. rekam jejak kepatuhan LKM selama ini kurang baik;
c. terdapat pelanggaran yang cukup signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan 
d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang cukup signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan LKM.

	Peringkat 4 (Sedang Tinggi)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari Risiko Kepatuhan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. 
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut: 
a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang signifikan dan membutuhkan tindakan perbaikan segera;
b. rekam jejak kepatuhan LKM selama ini buruk;
c. terdapat pelanggaran signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan
d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan LKM.

	Peringkat 5 (Tinggi)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari risiko kepatuhan tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.  
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:
a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang sangat signifikan dan memerlukan perbaikan segera;
b. rekam jejak kepatuhan LKM selama ini sangat buruk; 
c. terdapat pelanggaran sangat signifikan pada standar
bisnis dan kode etik yang berlaku; dan
d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang sangat signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan LKM.




Tabel VIII.5.C: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan

	Peringkat
	Definisi Peringkat

	Peringkat 1 (Kuat)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: 
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sangat
memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di LKM; 
c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan
independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang
jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;
f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;
g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;
i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;
j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;
l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.

	Peringkat 2 (Agak kuat)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: 
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis
secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di LKM; 
c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;
f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;
g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;
i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;
j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan risiko kepatuhan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;
k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;
l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.

	Peringkat 3 (Cukup)


	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: 
a. 	perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) cukup
memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran
strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di LKM; 
c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup
kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik
tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;
d. 	pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; 
g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;
i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; 
j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;
l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;
n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai. 

	Peringkat 4 (agak lemah)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan tindakan korektif segera. 
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di LKM;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;
e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan perbaikan segera;
f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;
g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);
h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko kepatuhan;
i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;
j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; 
k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;
l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; 
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;
n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai. 

	Peringkat 5 (Lemah)

	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.  
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di LKM; 
c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak kuat atau belum ada sama sekali;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;
e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang membutuhkan perbaikan fundamental;
f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;
g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);
h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan;
i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;
j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan;
k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;
l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;
n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada. 




Tabel VIII.5.D: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kepatuhan

	Risiko Inheren
	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

	
	Kuat
	Agak Kuat
	Cukup
	Agak Lemah
	Lemah

	Rendah
	1
	1
	2
	3
	3

	Sedang Rendah
	1
	2
	2
	3
	4

	Sedang
	2
	2
	3
	4
	4

	Sedang Tinggi
	2
	3
	4
	4
	5

	Tinggi
	3
	3
	4
	5
	5


Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko kepatuhan.



	No
	Parameter/Indikator
	Rasio
	Nilai
	Keterangan

	
	
	
	
	
	

	1
	Jenis dan 
signifikansi 
pelanggaran yang 
dilakukan
	a. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh LKM.  
b. Jumlah sanksi denda yang dikenakan kepada LKM dari otoritas.  
c. Signifikansi pelanggaran.
d. Perilaku yang mendasari pelanggaran. 
e. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh LKM baik berdasarkan temuan DPS maupun otoritas. 
	 
	
	
	

	2
	Frekuensi 
pelanggaraan 
(termasuk sanksi) 
atau track record 
kepatuhan LKM
	a. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
b. Signifikansi pelanggaran yang sama.
	 
	
	
	

	3
	Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau 
standar bisnis yang berlaku umum
	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku umum. 
	 
	
	
	

	4
	Tindak lanjut atas 
pelanggaran
	Tindak lanjut atas pelanggaran ketentuan peraturan 
perundang-undangan termasuk pemenuhan atas rencana tindak (action plan) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
	 
	
	
	


Tabel VIII.5.E: Kertas Kerja Penilaian Peringkat Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan




Tabel VIII.5.F: Kertas Kerja Penilaian Peringkat Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

	No
	Nama Komponen
	Nilai
	Keterangan

	
	
	
	
	

	1
	Apakah perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) telah sangat memadai serta sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan?
	
	
	

	2
	Apakah Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di LKM?
	
	
	

	3
	Apakah budaya manajemen risiko untuk risiko Kepatuhan sudah sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi?
	
	
	

	4
	Apakah pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS telah berjalan secara keseluruhan dengan sangat memadai?
	
	
	

	5
	Apakah fungsi manajemen risiko untuk risiko Kepatuhan telah independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta telah berjalan dengan sangat baik?
	
	
	

	6
	Apakah delegasi kewenangan telah dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik?
	
	
	

	7
	Apakah strategi Manajemen untuk Risiko Kepatuhan telah sejalan dengan tingkat Risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance)?
	
	
	

	8
	Apakah kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko Kepatuhan telah sangat memadai, tersedia untuk seluruh area manajemen risiko likuiditas, sejalan dengan penerapannya, dan dipahami dengan baik oleh pegawai?
	
	
	

	9
	Apakah proses manajemen risiko untuk risiko Kepatuhan telah sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan?
	
	
	

	10
	Apakah sistem informasi manajemen untuk risiko Kepatuhan telah sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko Kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS?
	
	
	

	11
	Apakah sumber daya manusia pada fungsi manajemen risiko untuk risiko Kepatuhan telah sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas?
	
	
	

	12
	Apakah sistem pengendalian internal telah sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan?
	
	
	

	13
	Apakah pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen telah sangat memadai dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS?
	
	
	

	14
	Apakah secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen?
	
	
	

	15
	Apakah tindak lanjut atas hasil kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai?
	
	
	


















Tabel VIII.6.A: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi
	Parameter atau Indikator
	Keterangan

	1. Pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup
	a. Kredibilitas pengurus, pemilik, dan perusahaan terkait.
b. Kejadian reputasi (reputational event)
pada pengurus, pemilik, dan perusahaan terkait.
	Kredibilitas dinilai antara lain dari berita negatif mengenai pengurus, pemegang saham  dan/atau perusahaan terkait dengan LKM. 
Kejadian reputasi dinilai antara lain dari peristiwa negatif yang dihadapi oleh LKM, misalnya pengajuan pailit atas LKM. 

	2. Pelanggaran etika bisnis
	Pelanggaran etika terlihat antara lain atas:
a. transparansi informasi keuangan; dan
b. kerja sama bisnis dengan pemangku kepentingan lain.
	Contoh:
Dalam hal pemasaran produk dan jasa, pelanggaran etika dapat berupa pemberian informasi yang menyesatkan kepada konsumen

	3. Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis
	a. Jumlah dan tingkat penggunaan konsumen atas produk  yang kompleks.
b. Jumlah dan materialitas kerjasama  dengan mitra bisnis.
	Produk yang kompleks dan kerjasama dengan mitra bisnis dapat terekspos risiko reputasi dalam hal terdapat kesalahpahaman penggunaan produk atau jasa atau pemberitaan negatif pada mitra bisnis, antara lain pada pemasaran produk asuransi dan reksadana.

	4. Frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif
	a. Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif tentang LKM dalam 1 (satu) tahun. 
b. Jenis media dan ruang lingkup
pemberitaan.
	Frekuensi, jenis media, dan materialitas pemberitaan negatif LKM, meliputi juga pengurus LKM.

	5. Frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen
	a. Frekuensi keluhan konsumen.
b. Materialitas keluhan konsumen.
	Frekuensi keluhan nasabah dapat dinilai melalui perhitungan sebagai berikut:





Tabel VIII.6.B: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi
	Peringkat
	Definisi Peringkat

	Peringkat 1 (Rendah)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari risiko reputasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: 
a. secara umum tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari
pengurus, pemegang saham perusahaan, dan perusahaan terkait, bahkan diharapkan pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan perusahaan terkait dapat memberikan pengaruh sangat positif terhadap reputasi LKM; 
b. pelanggaran atau potensi pelanggaran sangat minim (tidak signifikan) atas etika bisnis, LKM memiliki reputasi sebagai Perusahaan yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis; 
c. produk LKM sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah;
d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis tidak signifikan;
e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif tidak signifikan; dan
f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah tidak material.

	Peringkat 2 (Sedang Rendah)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari risiko reputasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:
a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham pprusahaan, dan perusahaan terkait namun skala pengaruhnya kecil (kurang signifikan) dan dapat dimitigasi dengan baik;
b. pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis kurang signifikan dan LKM memiliki reputasi sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis;
c. produk LKM kurang sederhana namun relatif tidak membutuhkan pemahaman khusus nasabah;
d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis kurang signifikan;
e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif kurang signifikan; dan
f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah kurang material.

	Peringkat 3 (Sedang)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari risiko reputasi tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut: 
a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham perusahaan, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh cukup signifikan namun masih dapat dikendalikan;
b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis
namun skala pengaruhnya cukup signifikan dan memerlukan
perhatian manajemen;
c. produk LKM cukup kompleks sehingga pada tingkat tertentu memerlukan pemahaman khusus nasabah; 
d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis cukup signifikan;
e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif cukup signifikan; dan
f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan cukup material.

	Peringkat 4 (Sedang Tinggi)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari risiko reputasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut: 
a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus manajemen;
b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis
dengan skala pengaruh signifikan dan memerlukan perhatian secara khusus;
c. produk LKM kompleks sehingga memerlukan pemahaman khusus nasabah;
d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis signifikan;
e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif signifikan; dan
f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah material.

	Peringkat 5 (Tinggi)
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LKM, kemungkinan kerugian yang dihadapi LKM dari risiko reputasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:
a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham perusahaan, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut dan manajemen dengan segera;
b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis
dengan skala sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut dan manajemen dengan segera;
c. produk LKM sangat kompleks yang sangat memerlukan pemahaman khusus nasabah; 
d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis sangat signifikan;
e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif sangat signifikan; dan
f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah sangat material.



Tabel VIII.6.C: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi

	Peringkat
	Definisi Peringkat

	Peringkat 1 (Kuat)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: 
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sangat
memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di ;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; 
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi
independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang
jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik;
f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara
berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;
g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai;
i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;
j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko reputasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;
l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.

	Peringkat 2 (Agak kuat)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: 
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis
secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di ;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; 
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;
f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;
g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;
i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;
j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi baik termasuk pelaporan risiko reputasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;
k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;
l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.

	Peringkat 3 (Cukup)


	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: 
a. 	perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) cukup
memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran
strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di ;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup
kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik
tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;
d. 	pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;
e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; 
g. strategi manajemen untuk risiko reputasi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;
i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; 
j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;
k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;
l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;
n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai. 

	Peringkat 4 (agak lemah)
	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan tindakan korektif segera.
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: 
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di ;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;
e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan perbaikan segera;
f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;
g. strategi manajemen untuk risiko reputasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko reputasi;
i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;
j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; 
k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;
l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; 
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;
n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai. 

	Peringkat 5 (Lemah)

	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadsai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. 
Contoh karakteristik LKM yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:
a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;
b. kesadaran (awareness) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di ;
c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak kuat atau belum ada sama sekali;
d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;
e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang membutuhkan perbaikan fundamental;
f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;
g. strategi manajemen untuk risiko reputasi tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi;
i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;
j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi;
k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;
l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;
m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;
n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan
o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada. 




Tabel VIII.6.D: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Reputasi

	Risiko Inheren
	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

	
	Kuat
	Agak Kuat
	Cukup
	Agak Lemah
	Lemah

	Rendah
	1
	1
	2
	3
	3

	Sedang Rendah
	1
	2
	2
	3
	4

	Sedang
	2
	2
	3
	4
	4

	Sedang Tinggi
	2
	3
	4
	4
	5

	Tinggi
	3
	3
	4
	5
	5


Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko reputasi.





Tabel VIII.6.E: Kertas Kerja Penilaian Peringkat Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

	No
	Parameter/Indikator
	Rasio
	Nilai
	Keterangan

	
	
	
	
	
	

	1
	Pengaruh reputasi 
pengurus, pemilik, 
dan grup
	a. Kredibilitas pengurus, pemilik, dan perusahaan terkait. 
b. Kejadian reputasi (reputational event) pada pengurus, pemilik, dan perusahaan terkait. 
	 
	
	
	

	2
	Pelanggaran etika 
bisnis
	Pelanggaran etika terlihat antara lain atas: 
a. transparansi informasi keuangan; dan
b. kerja sama bisnis dengan pemangku kepentingan lain.
	 
	
	
	

	3
	Kompleksitas produk 
dan kerja sama bisnis 
	a. Jumlah dan tingkat penggunaan konsumen atas produk LKM yang kompleks.
b. Jumlah dan materialitas kerjasama LKM dengan mitra bisnis. 
	 
	
	
	

	4
	Frekuensi, materialitas, dan 
eksposur pemberitaan negatif 
	a. Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif tentang LKM dalam 1 (satu) tahun.  
b. Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan.
	 
	
	
	

	5
	Frekuensi dan 
materialitas keluhan debitur atau konsumen
	a. Frekuensi keluhan konsumen.
b. Materialitas keluhan konsumen. 
	 
	
	
	




Tabel VIII.6.F: Kertas Kerja Penilaian Peringkat KPMR untuk Risiko Reputasi

	No
	Nama Komponen
	Nilai
	Keterangan

	
	
	
	
	

	1
	Apakah perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) telah sangat memadai serta sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan?
	
	
	

	2
	Apakah Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di LKM?
	
	
	

	3
	Apakah budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi sudah sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi?
	
	
	

	4
	Apakah pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS telah berjalan secara keseluruhan dengan sangat memadai?
	
	
	

	5
	Apakah fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi telah independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta telah berjalan dengan sangat baik?
	
	
	

	6
	Apakah delegasi kewenangan telah dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik?
	
	
	

	7
	Apakah strategi manajemen untuk risiko reputasi sangat memadai, sejalandengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi risiko?
	
	
	

	8
	Apakah kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi telah sangat memadai, tersedia untuk seluruh area manajemen risiko reputasi, sejalan dengan penerapannya, dan dipahami dengan baik oleh pegawai?
	
	
	

	9
	Apakah proses manajemen risiko untuk risiko reputasi telah sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi?
	
	
	

	10
	Apakah sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi telah sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko reputasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS?
	
	
	

	11
	Apakah sumber daya manusia pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi telah sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas?
	
	
	

	12
	Apakah sistem pengendalian internal telah sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi?
	
	
	

	13
	Apakah pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen telah sangat memadai dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS?
	
	
	

	14
	Apakah secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen?
	
	
	

	15
	Apakah tindak lanjut atas hasil kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai?
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